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ABSTRAK 
Nama Penyusun  : Yogie Abdillah P 
NIM  : 60800111075 
Judul Skripsi  :Tinjauan Ketersediaan Rumah Susun dalam 
Meningkatkan Kualitas Hunian pada Kawasan Kecamatan 
Ujung Tanah Kota Makassar 
 
Permasalahan permukiman yang dihadapi oleh kota-kota besar di indonesia 
semakin kompleks. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur 
pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang 
semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, 
menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan pusat kota, industri dan 
perguruan tinggi. Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
yang juga salah satu Kota Metropolitan di Indonesia dengan permasalahan 
permukiman yang cukup kompleks, mulai dari ketersediaan infrastruktur, kepadatan 
bangunan hingga kepadatan penduduk yang tinggi. Menurut UU No.4 pasal 22 tahun 
1992 pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni antara lain karena 
berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kepadatan 
bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas rawan penyakit sosial, 
terutama tingkat ekonomi sosial dan penyakit lingkungan kualitas umum bangunan 
rendah tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai membahayakan 
keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Dari 14 Kecamatan yang ada di kota 
Makassar, salah satu yang termasuk kawasan kumuh ialah Kecamatan Ujung Tanah. 
Selain itu Kecamatan Ujung Tanah berbatasan di sebelah utara dengan Pantai 
Makassar, di sebelah timur Kecamatan Tallo, di sebelah selatan Kecamatan 
Bontoala  dan  di sebelah barat berbatasan dengan Pantai Makassar. Alternatif 
pembangunan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi diatas yaitu pembangunan 
kearah vertikal, dalam hal ini adalah Rumah Susun, Pembangunan rumah susun di 
Kota Makassar merupakan upaya pemerintah Kota Makassar dalam peningkatan 
kualitas lingkungan hunian serta upaya menanggulangi tingkat kekumuhan di Kota 
Makassar. Pembangunan Rusun adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
berpenghasilan rendah dalam penyediaan tempat tinggal. 
 
Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Rumah Susun, Kecamatan Ujung Tanah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perumahan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia dan  
perkembangannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah 
perkembangan wilayah perkotaan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi 
menimbulkan masalah tersendiri bagi pembangunan di perkotaan. Dampak 
langsung yang dihadapi oleh pemerintah kota adalah semakin sempitnya lahan 
yang tersedia bagi penduduk, akibatnya persaingan untuk mendapatkan tempat 
tinggal menjadi problem tersendiri.  
Permasalahan permukiman yang dihadapi oleh kota-kota besar di indonesia 
semakin kompleks. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang 
terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai 
lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi 
rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan pusat kota, 
industri dan perguruan tinggi. Permasalahan permukiman tersebut juga terlihat di 
Kota Makassar dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. 
Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang juga 
salah satu Kota Metropolitan di Indonesia dengan permasalahan permukiman yang 
cukup kompleks, mulai dari ketersediaan infrastruktur, kepadatan bangunan 
hingga kepadatan penduduk yang tinggi. Menurut UU No.4 pasal 22 tahun 1992 
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pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni antara lain karena berada 
pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kepadatan bangunan 
sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas rawan penyakit sosial, terutama 
tingkat ekonomi sosial dan penyakit lingkungan kualitas umum bangunan rendah 
tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai membahayakan 
keberlangsungan kehidupan dan penghuninya .  
Pemaparan secara singkat tersebut, Allah swt telah memberikan rambu-rambu 
manajemen ekonomi, kepada hamba-Nya agar mereka bersyukur dan mau 
memikirkan segenap nikmat-nikmat-Nya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam 
QS an-nahl/16:18 : 
 
 
Terjemahnya: 
“Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia 
ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan 
Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju 
besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah 
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)”. 
(Kementrian Agama, RI : 2012). 
 
Adapun tujuan Allah swt mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara 
kemaslahatan manusia, dan menghindari keresahan. Sesuai dengan pendapat Abu 
Ishaq al-Syatibi mengenai 5 tujuan hukum islam Maqashid al khamsah 
bahwa, Asy-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan 
syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari 
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kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang 
menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai 
kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan kata 
lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 
lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Dan adapun tambahan 
kebutuhan untuk memelihara ekologis menurut Yusuf Qardhawi kitab al-Biah 
yang melengkapi menjadi 6 Kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya, 
terdiri dari: 
1. Memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia 
agar martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan 
memenuhi hajat jiwanya. Bagaimana merupakan kebutuhan yang harus 
dipenuhi , karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.  
2. Memelihara jiwa menurut hukum islam jiwa harus dilindungi . Hukum islam 
wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahnkan 
kehidupannya. Islam melarang pembununhan sebagai upaya menhilangkan 
jiwa manusia dan meindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia 
untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. 
3. Memelihara akal islam mewajibkan seorang untuk memelihara akalnya , 
karena akal mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia. 
Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah baik yang terdapat dalam 
kita suci (ayat-ayat Qauliyah) maupun  yang terdapat pada alam (ayat-ayat 
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kauniyah). Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu penegetahuan 
dan teknologi. 
4. Memelihara keturunan dalam hukum islam memelihara keturunan adalah hal 
yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui 
perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an  dan As-
sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluaragaan dan 
hukum kewarisan yang ada dalam Al-Qur’an merupakan hukum yang erat 
kaitannya dengan pemurnian keturunan pemeliharaan keturunan. 
5. Memelihara harta menurut ajaran islam harta merupakan pemberian Allah 
kepada manusia untuk kelnagsungan hidup mereka. Untuk itu manusia 
sebagai khalifah di bumu dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan 
cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut ukuran 
moral.  Pada prinsipnya hukum  islam tidak mengakui hak milik seseorang 
atas sesuatu benda secara mutlak, karena kepemilikan atas sesuatu benda 
hanya pada Allah. Namun karena diperlukan adanya suatu kepastian hukum 
dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, hak 
milik seseorang atas sutu benda diakui. 
6. menjaga dan memelihara lingkungan adalah kewajiban bagi setiap individu 
manusia, fardhu ‘ain (Yusuf Qardhawi kitab al-Biah).  
Sesuai dengan pemaparan diatas, adapun surah yang terkait mengenai 
kebutuhan manusia dalam memlihara ekologis. 
 
5 
 
 
a. QS al-Baqarah/2:30 
 ِۡذإَوۡۡيِفۡ ٞلِعاَجۡيِ ِنإۡ ِةَِكئ
َٰٓ  َلَم  لِلۡ َكُّبَرۡ َلاَقٱِۡض  َر  لُۡۡۡكِف  َسيَوۡ اَهيِفۡ ُدِس  ُفيۡنَمۡ اَهيِفۡ َُلع  َجَتأۡ ْا َُٰٓولاَقۡ
ٗۖ  َةفيِلَخ
ٱَۡءَٰٓاَم ِ دلَۡۡنوَُمل  َعتَۡلَۡاَمُۡمَل  َعأۡ َٰٓيِ نِإَۡلاَقۡ
ََٗۖكلُۡس ِ َدُقنَوَۡكِد  مَِحبُِۡح بَُسنُۡن  َحنَو٣٠ۡ 
Terjemahnya: 
 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 
menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, 
“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Kementrian Agama, 
RI : 2012). 
 
Menurut Ibnu Katsir, Imam Al-Qurthubi dan ulama yang lain telah 
menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah untuk 
menyelesaikan dan memutuskan pertentangan antara manusia, menolong orang 
yang teraniaya, menegakkan hukum Islam, mencegah merajalelanya kejahatan dan 
masalah-masalah lain yang tidak dapat terselesaikan kecuali dengan adanya imam 
(pimpinan). 
Dari penjelasan Ibnu Katsir tentang ayat tersebut menurut saya, hendaknya 
antara manusia saling menolong satu sama lain agar terciptanya kehidupan yang 
sejahterah. 
b. QS al-Araf/7:56 
َۡلََوِۡۡيفۡ ْاُودِس  ُفتٱِۡض  َر  لَۡۡۡوۡاَهِح  َل  صِإۡ َد  عَبٱُۡهوُع  دَۡۡتَم  حَرۡ َّنِإۡ ًۚاعَمَطَوۡا  ف  وَخٱِۡ َّللّۡۡٞبيَِرق
َۡن ِ مٱَۡنِينِس  حُم  لۡ٥٦ۡ 
 
Terjemahnya: 
 
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 
baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
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rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Kementrian 
Agama, RI : 2012). 
 
Menurut para Ulama dalam ayat ini Allah swt. melarang jangan membuat 
kerusakan di permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua 
bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak 
penghidupan dan sumber-sumber penghidupan, (seperti bertani, berdagang, 
membuka perusahaan dan lain-lainnya). Padahal bumi tempat hidup ini sudah 
dijadikan Allah cukup baik. Mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-
sungai, lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu dijadikan Allah untuk 
manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan 
sampai dirusak dan dibinasakan. 
Dari penjelasan para ulama tentang ayat tersebut menurut saya, baiknya 
manusia sebgaimana melindungi alam yang mereka tempati serta bersyukur dari 
apa yang telah dititipkan di bumi ini. 
c. QS al-Nahl/16:112 
َۡبَرَضَوۡٱُۡ َّللُِّۡۡمع  َنأِبۡ  تََرفََكفٖۡناَكَمۡ ِ لُكۡن ِ مۡ ا  دَغَرۡ اَُهق  زِرۡ اَهيِت
 َأيۡ  ةَّنِئَم  ط ُّمۡ  ةَنِماَءۡ  َتناَكۡ  ةَي  َرقۡ  َلٗثَم
ٱِۡ َّللّۡۡاََهق  ََذأَفٱُۡ َّللَّۡۡساَبِلٱِۡعوُج
 لَۡۡوٱِۡف  وَخ  لَۡۡنُوَعن  صَيْۡاُوناَكۡاَِمب١١٢ۡ 
Terjemahnya: 
 
Sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya 
melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (pen-duduk)nya mengingkari nikmat-
nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan 
ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (Kementrian Agama, RI : 2012). 
 
Menurut dalam ayat ini Allah swt, Ustadz Abu Ahmad Said Yai, Lc, pelajaran 
dari kehancuran kaum saba, sungguh mengerikan bukan kisah kehancuran kaum 
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Saba’! Mereka kufur terhadap nikmat Allâh Azza wa Jalla. Allâh Azza wa Jalla 
mengabadikan kisah mereka di dalam al-Qur’ân dan memberi nama surat yang 
memuat kisah mereka dengan nama surat Saba’. Ini agar orang-orang terus 
mengingat, membicarakan dan mengenang kisah ini. 
Dari penjelasan tersebut adapun kesimpulan yang di dapat bahwa, kurangnya 
kesyukuran bagi orang kafir atas nikmat yang diberikan. 
d. QS al-rum/30:41 
َۡرَهَظۡٱُۡداَسَف  لۡۡ ِيفٱِۡ رَب  لَۡۡوٱِۡر  َحب  لۡۡيِد  َيأۡ  تَبَسَكۡ اَِمبٱِۡساَّنلَۡۡض  عَبۡ مَُهقيُِذيِلٱيِذَّلْۡۡاُولِمَع
َۡنُوعِج  رَيۡ  مُهَّلََعل٤١ۡ 
Terjemahnya: 
 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Kementrian 
Agama, RI : 2012). 
 
Menurut dalam ayat ini Allah swt, artinya: agar mereka bertaubat dari 
perbuatan-perbuatan (maksiat) yang menimbulkan kerusakan besar (dalam 
kehidupan mereka), sehingga kemudian keadaan mereka akan baik dan sejahtera. 
Dalam hal ini, Sahabat yang mulia, Umar bin Khaththâb Radhiyallahu anhu 
pernah mengucapkan dalam doanya, “Ya Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi 
suatu malapetaka kecuali dengan (sebab) perbuatan dosa, dan tidak akan hilang 
malapetaka tersebut kecuali dengan taubat (yang sungguh-sungguh). 
Dari penjelasan ayat tersebut bahwa setiap manusia yang melakukan dosa 
akan mendapatkan balasan yang buruk pula, demikian manusia yang berbuat 
kebaikan maka akan mendapatkan hikma dari perbuatannya itu. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pemukiman kumuh adalah tempat tinggal 
hunian yang dibangun diatas tanah negara atau tanah swasta tanpa persetujuan dari 
pihak yang berkait dan tidak adanya atau minimnya sarana dan prasarana yang 
memadai yang kotor dan tidak layak huni serta membahayakan. 
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan 
kebutuhan akan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait. Pemenuhan 
kebutuhan perumahan dan fasilitas-fasilitas yang terkait tersebut tidak terlepas dari 
peningkatan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman akibat tidak 
tertata dan semakin berkurangnya lahan permukiman mendorong peningkatan 
permukiman kumuh salah satunya di kota makassar. 
Dari 14 Kecamatan yang ada di kota Makassar, salah satu yang termasuk 
kawasan kumuh ialah Kecamatan Ujung Tanah. Selain itu Kecamatan Ujung 
Tanah berbatasan di sebelah utara dengan Pantai Makassar, di sebelah timur 
Kecamatan Tallo, di sebelah selatan Kecamatan Bontoala  dan  di sebelah barat 
berbatasan dengan Pantai Makassar. Dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan 
Ujung Tanah, ada 8 kelurahan dengan topografi ketinggian dibawah 500 meter 
dari permukaan laut. 
Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 kelurahan dengan luas wilayah 4,40 
km². Dari  luas wilayah tersebut tercatat, tampak bahwa Kelurahan Pattingalloang 
memiliki wilayah terluas yaitu 0,60 km², terluas kedua 
adalah  Kelurahan  Tamalabba dengan luas wilayah  0,58 km², sedangkan yang 
paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Gusung  yaitu 0,18 km². dan 
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jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Ujung Tanah tecatat pada tahun 2017 
adalah sebanyak 34.343 jiwa. 
Bisa dilihat dari atas yang menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang 
ada di Kecamatan Ujung Tanah tecatat pada tahun 2017 adalah sebanyak 34.343 
jiwa. Dengan tingkat kepadatan jiwa yang ada, permasalahan permukiman yang 
ada cukup kompleks, mulai dari ketersediaan infrastruktur, kepadatan bangunan 
hingga kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan tinggi nya kepadatan penduduk 
dan bangunan, di wilayah tersebut sangat memungkinan terjadinya bencana alam, 
salah satunya adalah bencana banjir jika terjadi musim hujan. 
Alternatif pembangunan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi diatas 
yaitu pembangunan kearah vertikal, dalam hal ini adalah Rumah Susun. Dengan 
demikian pembangunan rumah susun merupakan kebijakan pemerintah yang tepat 
dan baik untuk mengatasi permasalahan di atas. Kebijakan ini diambil dengan 
pertimbangan bahwa rumah susun dapat terjangkau oleh masyarakat tingkat 
ekonomi menengah kebawah. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya aspek 
kenyamanan dan keamanan bagi penghuni rumah susun adalah tersedianya 
fasilitas prasarana air bersih, air limbah, dan persampahan yang memadai. 
Pembangunan Rusun adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
berpenghasilan rendah dalam penyediaan tempat tinggal. Namun standar 
pembangunan rumah susun secara teknis belum dibarengi dengan standar 
kenyamanan tinggal. Padahal Rusun diharapkan mampu mengembangkan atau 
meningkatkan kualitas hidup penghuninya. 
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Pembangunan rumah susun di Kota Makassar merupakan upaya pemerintah 
Kota Makassar dalam peningkatan kualitas lingkungan hunian serta upaya 
menanggulangi tingkat kekumuhan di Kota Makassar. Pertumbuhan penduduk 
Kota Makassar yang terus mengalami peningkatan merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur. Keberadaan 
rusun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan pemukiman di Kota 
Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Tanah yang merupakan kawasan pesisir 
dan termasuk dalam kawasan kumuh. Tujuan dibangunnya rumah susun itu sendiri 
untuk mengurangi kekumuhan, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa rumah susun 
terlihat semakin kumuh, hal ini bisa saja disebabkan oleh prasarana yang kurang 
memadai, perilaku penghuni itu sendiri, ataupun manajemen yang kurang bagus 
dalam mengelola Rusun. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap  
ketersediaan rumah susun dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian  di 
Kecamatan  Ujung Tanah Kota Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 
sebagai berikut 
1. Bagaimana tingkat kekumuhan  di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar? 
2. Bagaimana konsep rusun sebagai upaya peningkatan kualitas hunian di 
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, 
1. Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di Kecamatan Ujung Tanah Kota 
Makassar. 
2. Mendeskripsikan konsep rusun  sebagai upaya peningkatan kualitas hunian di 
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. 
 
D. Ruang Lingkup 
1. Ruang Lingkup Wilayah 
Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini yaitu, Kecamatan Ujung Tanah 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Ruang Lingkup Substansi 
Adapun ruang lingkup susbtansi pada penelitian ini adalah kawasan 
permukiman di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan 
tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam 
proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematis penulisan 
sebagia berikut : 
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BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian,ruang lingkup penelitian, persfektif islam terkait 
penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tentang kajian teori mengenai lingkungan hunian dan 
rumah susun.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan data, varibel penelitian, metode pengolahan 
dan analisis data , definisi operasional serta Kerangka berfikir penelitian  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memuat tentang data dan informasi pada lokasi penelitian serta 
hasil analisis menurut interpretasi data atau informasi yang diperoleh, 
data penelitian yang bersifat data sekunder atau data primer menurut 
teknik-teknik dan sumber data yang dilakukan.  
BAB V  : PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian diwilayah studi 
serta saran-saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi informasi referensi acuan dalam penyusunan peneltian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Permukiman Padat di Kawasan Pusat Kota  
1. Kawasan Permukiman 
Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan 
permukiman, yang dimaksud dengan Perumahan adalah kelompok rumah 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan 
permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
2. Faktor Daya Tarik Pusat Kota  
Kawasan pusat kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi 
(perdagangan dan industri), pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan 
budaya dan pariwisata. Dengan adanya peningkatan ekonomi saat ini 
mengakibatkan pusat-pusat kota tersebut menjadi sasaran investasi atau 
penanaman modal masyarakat baik dalam skala besar maupun kecil (sector 
informal). Dengan didukung oleh kebijakan ekonomi suatu daerah akan 
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini akan menyebabkan 
perkembangan kegiatan di pusat kota berjalan sangat pesat.  
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Pertumbuhan pusat kota ini akan menjadikan daya tarik bagi masyarakat 
untuk mencari uang di pusat kota tersebut. Baik untuk masyarakat pencari 
kerja maupun yang ingin membuka usaha. Masyarakat yang bekerja di pusat 
kota akan mencari tempat tinggal tidak jauh dari tempat dia bekerja. Maka 
dipilihlah permukiman di pusat kota.  
Adapun kelebihan permukiman di pusat-pusat kota ini adalah ketersediaan 
sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai disamping aksesibilitas yang 
mudah. Nilai dari suatu kualitas permukiman sangat ditentukan oleh fasilitas 
dan kondisi lingkungannya. Kelengkapan fasilitas di lingkungan sekitar 
permukiman sangat mempengaruhi  kualitas permukiman itu sendiri. Ada 
beberapa indikator yang mempengaruhi nilai suatu perumahan antara lain 
yaitu:  
a. Kondisi dari bangunan-bangunannya,  
b. Ketersediaan supply air, sistem drainase yang baik, tersedianya 
pembuangan sampah yang memadai,  
c. Kemudahan akses ke fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, 
ketersediaan sekolah dan mudah dicapai dengan angkutan umum,  
d. Ketersediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan rekreasi,  
e. Kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi,  
f. Keamanan dan kesehatan yang terjamin.   
Secara singkat, faktor yang dapat menjadi daya tarik pusat kota bagi 
masyarakat untuk memilih tinggal di pusat kota tersebut yang dapat 
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menyebabkan permukiman tumbuh dan berkembang sebagai hunian dan 
tempat usaha adalah:  
a. Lokasi, Maksudnya adalah posisi daerah tersebut dalam tata ruang kota, 
makin memungkinkan daerah tersebut untuk berkembang.  
b. Aksesibilitas, maksudnya adalah pencapaian terhadap daerah tersebut. 
Makin aksibel, makin mungkin untuk berkembang.  
c. Pelayanan, maksudnya adalah kebutuhan hidup bagi penghuninya. Untuk 
permukiman, pelayanan itu meliputi sarana dan prasarana. Sedangkan 
untuk tempat usaha, pelayanan itu meliputi kemudahan mendapat bahan 
baku, tenaga kerja dan pemasaran atau konsumen dari hasil produksi, baik 
jasa maupun barang. Khusus untuk permukiman akan lebih banyak 
dibahas dalam “proses bermukim”, sedangkan dalam faktor pertama ini 
hanya akan dibahas tentang faktor pendukung tumbuhnya kawasan 
permukiman sebagai tempat usaha.  
Ada beberapa pengaruh yang mendorong masyarakat untuk bermukim di 
pusat kota Clay (1979) yaitu:  
a. Pusat kota adalah pusat semua kegiatan. Masyarakat usia muda tertarik  
untuk mencari kesempatan kerja maupun mencari hiburan serta 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama di pusat kota. Dan mereka 
ingin bermukim di kawasan pusat kota untuk kemudahan mencapai tempat 
kerja.  
b. Pusat kota adalah tempat yang nyaman untuk mencari kerja.  
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c. Tinggal di pusat kota adalah life-style. Tinggal di permukiman kawasan 
pusat kota lebih berkelas daripada tinggal di permukiman pinggiran kota.  
d. Memiliki rumah di pusat kota adalah investasi yang bernilai tinggi.  
Dengan adanya daya tarik pusat kota ini akan menyebabkan tingginya arus 
urbanisasi yang berakibat pada pertambahan jumlah penduduk kota. bahwa 
percepatan urbanisasi di Indonesia tergantung dari beberapa faktor Bintarto 
(1983):  
a. Tingkat pendidikan penduduk yang terlibat,  
b. Tingkat kesehatan masyarakat,  
c. Persentase penduduk miskin,  
d. Latar belakang pertanian di daerah pedesaan,  
e. Kondisi geografis  
f. Fungsi serta peranan kota-kota sebagai faktor penarik dan masih ada 
faktor-faktor lain 
 
B. Pengertian Permukiman Kumuh  
Istilah permukiman kumuh (slum settlement) sering dicampuradukkan 
dengan istilah permukian liar (squatter settlement). Pada dasarnya pemukiman 
liar dimaksudkan sebagai orang yang menghuni suatu lahan yang bukan miliknya 
dan haknya, atau tanpa ijin dari pemiliknya. Pengertian permukiman liar ini 
mengacu pada legalitas, baik itu legalitas kepemilikan lahan/tanah, penghunian 
atau pemukiman, serta pengadaan sarana dan prasarananya. Permukiman liar ini 
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mempunyai sejumlah nama lain diantaranya adalah permukiman informal 
(informal settlement) permukiman tidak resmi (unauthorized settlement), 
permukiman spontan (spontaneous settlement) dan permukiman yang tidak 
terencana atau tidak terkontrol. Sedangkan istilah permukiman kumuh mengacu 
pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh  diartikan 
sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas 
atau memburuk (deteriorated) baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial 
budaya, sehingga tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi 
penghuninya. 
1. Identifikasi kawasan kumuh 
Dalam rangka melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh 
perlu ditetapkan pedoman sebagai panduan dalam melaksanakan identifikasi. 
Untuk itulah disiapkan konsep pedoman identifikasi kawasan permukiman 
kumuh. Pedoman ini disusun dengan sasaran umum yaitu menghasilkan 
sebaran kawasan permukiman kumuh yang ada di setiap daerah 
(kota/kabupaten). Dengan tambahan kriteria prioritas penanganan maka 
pedoman ini dirancang dapat menghasilkan lokasi-lokasi kawasan 
permukiman kumuh yang memiliki hubungan dengan kota metropolitan dan 
fungsi daerah yang bersangkutan sebagai penyangga. Secara keseluruhan 
pedoman identifikasi ini disusun dengan memperhatikan pokok-pokok 
dibawah ini:  
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a. Lokasi identifikasi adalah kawasan-kawasan permukiman khusunya 
yang ada di kota/kabupaten yang menjadi daerah penyangga kota 
metropolitan. 
b. Kawasan kumuh yang diidentifikasi diprioritaskan pada kawasan 
permukiman yang memiliki kaitan dan atau memberi andil tumbuhnya 
permukiman kumuh di daerah bersasngkutan yang merupakan 
hinterland kota metropolitan sekaligus memberi andil sulitnya 
penanganan kekumuhan di kota metropolitan.  
c. Data-data dan informasi mengenai lokasi kawasan permukiman kumuh 
yang terkumpul digunakan untuk melakukan analisis sebab akibat dan 
rekomendasi penanganan kawasan permukiman yang ada di 
kota/kabupaten penyangga kota metropolitan. 
d. Rekomendasi penanganan memperhatikan hasil analisis sebab akibat 
serta rencana program penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah 
daerah. 
 
 
2. Sebab Kumuh 
Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan 
tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas 
menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap 
yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah 
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yang belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula 
ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap 
menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negative. 
Pada umumnya permukiman kumuh ditandai dengan tingkat kepadatan 
penduduk, kepadatan hunian, serta kepadatan bangunan yang sangat tinggi, 
diikuti dengan kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi 
sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, 
listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan 
kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh 
tingkat pendapatan penghuni, tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan 
yang sangat rendah serta tidak terjaganya privasi masing-masing keluarga. 
3. Akibat Kumuh 
Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat 
dari: segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam 
seperti air dan udara, dari segi masyarakat / sosial, yaitu gangguan yang 
ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalulintas, sampah 
Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian 
mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, 
perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota 
lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di 
indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan 
pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan 
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perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami 
degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. 
sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang 
sebesar-besarnya. Dengan demikian prisip mereka harus hemat dalam arti 
yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, 
pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan 
sisitem strukturnya (Sobirin, 2001:41).  
Akibatnya, muncul permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang 
merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah 
tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Dalam berbagai literatur dapat dilihat 
berbagai kriteria dalam menentukan kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan 
permukiman. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan 
Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan Farid 
Kurniawan, 1999 :8-9), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat 
ditinjau dari empat aspek, yaitu :  
 
a. Kondisi bangunan atau rumah. 
b. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan. 
c. Kerentanan status penduduk 
Masrun (2009:12) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada 
aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan 
sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas 
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atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak 
mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula 
dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat 
membahanyakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-
ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi 
sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, 
fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan 
perbelanjaan. 
Menurut Khomarudin (1997) lingkungan permukiman kumuh dapat 
didefinisikan sebagai berikut:  
a. Lingkungan yg berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha).  
b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah.  
c. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar.  
d. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan 
kesehatan.  
e. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar 
perundangundangan yang berlaku.  
Gambaran lingkungan kumuh adalah :  
a. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat 
huniannya berdesakkan.  
b. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni. 
c. Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. 
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d. Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik 
penghuni.  
e. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan.  
f. Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan 
lingkungan).  
g. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan).  
h. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal. 
i. Pendidikan masyarakat rendah.  
Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara lain adalah :  
a. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah,   
b. Sulit mencari pekerjaan,   
c. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah,   
d. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan,   
e. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah 
serta   
f. Disiplin warga yang rendah.  
g. Kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha,  
h. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.  
Pengertian permukiman kumuh adalah:  
a. Karakter fisik, yang dimaksud adalah karakter dari sarana dan prasarana 
fisiknya seperti suplai air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan.  
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b. Karakter Sosial, pada umumnya masyarakat yang berada di permukiman 
kumuh adalah penduduk dengan pendapatan yang rendah, sebagai 
pekerja/buruh, informal sektor.  
c. Kepemilikan Tanah, biasanya masyarakat menempati tanah-tanah ilegal, 
misalnya mereka membangun rumahnya bukan diatas tanah miliknya 
tetapi tanah milik pemerintah atau mulik swasta yang biasa tidak 
digunakan karena dianggap tidak produktif dan mereka tidak memiliki 
sertifikat tanda kepemilikan tanah.  
Adapun timbulnya kawasan kumuh ini menurut Hari Srinivas dapat 
dikelompokan sebagai berikut:  
a. Faktor internal: Faktor budaya, agama, tempat bekerja, tempat lahir, 
lama tinggal, investasi rumah, jenis bangunan rumah.  
b. Faktor eksternal: Kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah. 
Sedangkan menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003) 
sebab adanya permukiman kumuh adalah:  
a. Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak 
terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi 
syarat.  
b. Karakter lingkungan: tidak ada open space (ruang terbuka hijau) dan 
tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga;kepadatan penduduk yang 
tinggi; sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.  
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Menurut mereka kedaan kumuh tersebut dapat mencerminkan keadaan 
ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut.  
Adapun ciri-ciri kawasan kumuh dapat tercermin dari:  
a. Penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi, yaitu 
banuyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak 
tak terurus maupun tanpa perawatan,  
b. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, 
biasanya masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah,  
c. Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antar 
bangunan maupun siteplan yang tidak tersencana,  
d. Kepadatan penduduk yang tinggi  dan masyarakatnya yang heterogen,  
e. Sistim sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik,  
f. Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya tindakan 
kejahatan maupun kriminal,  
g. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal 
dengan menyewa rumah. 
Keberadaan Permukiman Kumuh memberi dampak negatif terhadap tata 
ruang kota, secara umum dampak yang diakibatkan adalah degradasi 
lingkungan hidup dan degradasi kehidupan sosial. Degradasi lingkungan 
hidup ini merupakan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Masalah – 
masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang terbuka hijau yang semakin 
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berkurang, drainase semakin buruk, sirkulasi terganggu, menurunnya tingkat 
kesehatan masyarakat. 
a. Ruang Terbuka Hijau Berkurang (open space) 
Berkurannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat mengganggu 
fungsi RTH  secara ekologis, dimana secara ekologis RTH dapat 
meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi 
udara, dan menurunkan temperatur kota.  
b. Drainase Semakin Buruk 
Permukiman yang tidak dirancang dengan baik akan mengganggu 
sistem drainase di daerah permukiman itu sendiri, dimana drainase ini 
berfungsi sebagai saluran penyerapan air ke dalam tanah, yang pada 
akhirnya akan mengakibatkan banjir di daerah tersebut. 
 
 
c. Sirkulasi Terganggu 
Sirkulasi transportasi di suatu daerah akan terganggu jika 
Permukiman Kumuh berada pada jalur- jalur transportasi, seperti jalur 
kereta api dan pinggir jalan tol. 
d. Tingkat Kesehatan Masyarakat Menurun 
Areal yang difungsikan sebagai Permukiman Kumuh tersebut, 
bukanlah lahan pribadi yang dimiliki oleh pemukim. Secara tidak 
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langsung, rasa bertanggung jawab dari pemukim tersebut sangat kurang, 
maka dari itu kualitas lingkungan di daerah tersebut sangat rendah. 
Kualitas lingkungan yang rendah ini dapat mempengaruhi tingkat 
kesehatan masyarakat semakin menurun. 
4. Kriteria kawasan permukiman kumuh 
Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan 
kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian 
peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, 
letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan 
bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. 
Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan 
seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau 
berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota 
metropolitan. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi 
kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok 
kedalam kriteria: 
a. Vitalitas Non Ekonomi 
b. Vitalitas Ekonomi Kawasan 
c. Status Kepemilikan Tanah 
d. Keadaan Prasarana dan Sarana 
e. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota 
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f. Prioritas Penanganan  
Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan 
sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya 
dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-
beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan 
bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam 
melihat pengaruh masing-masing kriteria. 
Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 
tentang Peremajan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk 
kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan pengurusan masalah status 
tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu 
kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:  
a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.  
b. Status sertifikat tanah yang ada.  
Proses perhitungan tingkat kekumuhan terhadap kriteria status tanah dengan 
menggunakan rumus mencari jumlah tertinggi dari nilai bobot dan jumlah terendah 
dari nilai bobot pada kriteria sebagai alat ukur tingkat kekumuhan. Kemudian 
penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan dalam penilaian dinilai 
kategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan 
penilaian berdasarkan kategori tersebut maka dilakukan perhitungan terhadap 
akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan formula sebagai berikut:  
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Dihitung koefisien ambang interval (rentang) dengan cara menggunakan nilai 
tertinggi (hasil penilaian tertinggi) dari hasil pembobotan dengan nilai terendah 
(hasil penilaian terendah) dari jumlah penilaian dibagi 3 (tiga).  
Koefisien ambang rentang sebagai pengurang dari nilai tertinggi akan 
menghasilkan batas nilai paling bawah dari tertinggi.  
Untuk kategori selanjutnya dilakukan pengurangan 1 angka terhadap 
batas terendah dari akan menghasilkan batas tertinggi untuk kategori sedang 
dan seterusnya. 
5. Penanganan Permukiman Kumuh 
Pendekatan Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Dalam 
penyelengaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh 
terdapat 3 pendekatan (Setijanti, 2010), yakni:   
a. Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi  masukan dari 
komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang mefokuskan pada 
permintaan lokal, perubahan prilaku dan yang mampu mengeksplorasi 
cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan 
pemeliharaannya. 
b. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh 
perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang 
terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan 
pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan 
memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan 
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masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas 
dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan 
dan permukiman sebagai satu kesatuan sitem yang tidak terpisahkan.   
c. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian 
dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang 
penting untuk meningkatkan  fungsi dan manfaat ruang kota secara 
integral. 
 
C. Rumah Susun 
1. Pengertian Rumah Susun 
Pengertian atau istilah rumah susun menurut Arie Sukanti, (1994;15,) 
kondominium merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum negara 
Italia. Kondominium terdiri atas dua suku kata con yang berarti bersama-sama 
dan dominum berarti pemilikan. Di negara Inggris dan Amerika menggunakan 
istilah Joint Property sedangkan negara Singapura dan Australia 
mempergunakan istilah Strata Title. Banyaknya istilah yang digunakan 
kalangan masyarakat di Indonesia seperti apartemen, flat, kondominium, 
rumah susun (rusun) pada dasarnya sama. 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah 
Susun merumuskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat 
yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian 
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yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 
vertikal dan merupakan  satuan-satuan  yang  masing-masing  dapat  dimiliki  
dan  digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat  hunian yang 
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, 
pengertian dan pembangunan rumah susun adalah : 
a. Lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang 
jelas, di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan 
fasilitasnya secara keseluruhan merupakan tempat permukiman. 
b. Satuan lingkungan rumah susun adalah kelompok rumah susun yang 
terletak pada tanah bersama sebagai salah satu lingkungan yang 
merupakan satu kesatuan sistem pelayanan pengelolaan. 
c. Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu 
lingkungan yang terbagi-bagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan yang masingmasing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, 
terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama dan tanah 
bersama. 
d. Prasarana lingkungan rumah susun adalah kelengkapan dasar fisik 
lingkungan yang memungkinkan rumah susun dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya. 
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Rumah susun harus memenuhi syarat-syarat minimum seperti rumah 
biasa yakni dapat menjadi tempat berlindung, memberi rasa aman, menjadi 
wadah sosialisasi, dan memberikan suasana harmonis. 
Pembangunan rumah susun diarahkan untuk mempertahankan kesatuan 
komunitas kampung asalnya. Pembangunannya diprioritaskan pada lokasi di 
atas bekas kampung kumuh dan sasaran utamanya adalah penghuni kampung 
kumuh itu sendiri yang mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah. 
Mereka diprioritaskan untuk dapat membeli atau menyewa rumah susun 
tersebut secara kredit atau angsuran ringan (Peraturan Pemerintah RI 
No.4/1988). 
Sedangkan pengertian Rumah Susun (Rusun) 'Rumah Susun' menurut 
para Ahli adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 
lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 
fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 
terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, 
benda-bersama dan tanah bersama.  
Masing-masing memiliki batas-batas, ukuran dan luas yang jelas, karena 
sifat dan fungsinya harus dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara 
perseorangan.  
Pembangunan Rumah Susun (Rusun) seharusnya dibangun sesuai dengan 
tingkat keperluan dan kemampuan masyarakat terutama bagi yang 
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berpenghasilan rendah. Rusun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, 
hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pembangunan Rusun berlandaskan pada azas kesejateraan umum, 
keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan kesimbangan dalam 
perikehidupan, dengan bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan yang layak 
bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang 
menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya. 
Kepemilikan satuan Rusun dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan 
hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah yang 
meliputi, hak atas bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama, yang 
semuanya merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan 
yang bersangkutan. 
2. Syarat-syarat Rumah Susun 
Andi Hamzah (2000 : 28-35) menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam pembangunan rumah susun adalah : 
a. Persyaratan teknis untuk ruangan Semua ruangan yang dipergunakan 
untuk kegiatan sehari-hari harus mempunyai hubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan udara luar dan pencahayaan dalam jumlah yang 
cukup. 
b. Persyaratan untuk struktur, komponen dan bahan-bahan bangunan harus 
memenuhi persayaratan konstruksi dan standar yang berlaku yaitu harus 
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tahan dengan beban mati, bergerak, gempa, hujan, angin, hujan dan lain-
lain 
c. Satuan rumah susun 
1) Mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggung jawabkan dan 
memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan 
penggunaannya. 
2) Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tidur, mandi, buang hajat, 
mencuci, menjemur, memasak, makan, menerima tamu dan lain-lain. 
 
 
d. Bagian bersama dan benda bersama 
1) Bagian bersama berupa ruang umum, ruang tunggu, lift, atau selasar 
harus memenuhi syarat sehingga dapat memberi kemudahan bagi 
penghuni. 
2) Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi dan kualitas dan 
kapasitas yang memenuhi syarat sehingga dapat menjamin keamanan 
dan kenikmatan bagi penghuni. 
e. Lokasi rumah susun 
1) Harus sesuai peruntukan dan keserasian dangan memperhatikan 
rencana tataruang dan tata guna tanah. 
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2) Harus memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran 
pembuangan dalam lingkungan ke sistem jaringan pembuang air 
hujan dan limbah. 
3) Harus mudah mencapai angkutan. 
4) Harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik 
f. Kepadatan dan tata letak bangunan 
Harus mencapai optimasi daya guna dan hasil guna tanah dengan 
memperhatikan keserasian dan keselamatan lingkungan sekitarnya. 
g. Prasarana lingkungan 
Harus dilengkapi dengan prasarana jalan, tempat parkir, jaringan telepon, 
tempat pembuangan sampah. 
h. Fasilitas lingkungan 
Harus dilengkapi dengan ruang atau bangunan untuk berkumpul, tempat 
bermain anak-anak, dan kontak sosial, ruang untuk kebutuhan sehari-hari 
seperti untuk kesehatan, pendidikan dan peribadatan dan lain-lain 
3. Tujuan Pembangunan Rumah Susun  
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
lahir dan batin seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata, sebagai salah 
satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia bagi 
terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah 
terpenuhinya kebutuhan akan perumahan yang merupakan kebutuhan dasar 
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bagi setiap warga Negara Indonesia dan keluarganya sesuai dengan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia. Di samping itu, pembangunan perumahan 
merupakan salah satu unsur yang penting dalam strategi pengembangan 
wilayah, yang menyangkut aspek-aspek yang luas di bidang kependudukan, 
dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dalam 
rangka pemantapan Ketahanan Nasional. Sehubungan dengan uraian tersebut, 
maka kebijaksanaan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: 
a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang 
sehat, secara adil, dan merata, serta mampu mencerminkan kehidupan 
masyarakat yang berkepribadian Indonesia.  
b. Mewujudkan permukiman yang serasi dan seimbang, sesuai dengan pola 
tata ruang kota dan tata daerah serta tata guna tanah yang berdaya guna 
dan berhasil guna.  
Sejalan dengan arah kebijaksanaan umum tersebut, maka di daerah 
perkotaan yang berpenduduk padat, sedangkan tanah yang tersedia sangat 
terbatas, perlu dikembangkam pembangunan perumahan dan pemukiman 
dalam bentuk rumah susun yang lengkap, seimbang, dan serasi dengan 
lingkungannya. 
Pembangunan rumah susun ditujukan terutama untuk tempat hunian, 
khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun 
demikian, pembangunan rumah susun harus dapat mewujudkan permukiman 
yang lengkap dan fungsional, sehingga diperlukan adanya bangunan gedung 
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bertingkat lainnya untuk keperluan bukan hunian yang terutama berguna bagi 
pengembangan kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, dalam 
pembangunan rumah susun yang digunakan bukan untuk hunian yang 
fungsinya memberikan lapangan kehidupan masyarakat, misalnya untuk 
tempat usaha, pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. ketentuan-ketentuan 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 ini diberlakukan dengan 
penyesuaian menurut kepentingannya. 
 
 
4. Kendala dan Aspek Pembangunan Rusun 
Pengadaan perumahan di perkotaan dalam jumlah besar bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang merupakan persoalan 
yang cukup kompleks dan menghadapi banyak kendala. Menurut Bambang 
Panudju dalam bukunya yang berjudul ”Pengadaan Perumahan Kota dengan 
Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, yang dikutip oleh R. Lisa 
Suryani dan Amy Marisa (1999:63), kendala-kendala secara garis besar adalah 
sebagai berikut: 
a. Kendala pembiayaan. 
Hampir seluruh negara berkembang memiliki kemampuan ekonomi 
nasional yang rendah atau  sangat rendah. Sebagian besar anggaran biaya 
pemerintah yang tersedia untuk pembangunan dialokasikan untuk 
kegiatan-kegiatan yang menunjang perbaikan ekonomi seperti industri, 
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pertanian, pengadaan infrastruktur, pendidikan. Dan sebagainya. 
Anggaran pemerintah untuk pengadaan  perumahan menempati prioritas 
yang rendah sehingga setelah dipakai untuk membayar makanan, pakaian, 
keperluan sehari-hari dan lain-lain, hanya sedikit sekali yang tersisa untuk 
keperluan rumah. Sementara itu harga rumah terus meningkat sehingga 
pendapatan penduduk semakin jauh di bawah harga rumah yang termurah 
sekalipun. 
 
b. Kendala ketersediaan dan harga lahan. 
Lahan untuk perumahan semakin sulit di dapat dan semakin mahal, di 
luar jangkauan sebagian besar anggota masyarakat. Meskipun kebutuhan 
lahan sangat mendesak, terutama untuk pengadaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah, usaha-usaha positif dari pihak 
pemerintah di negaranegara berkembang untuk mengatasi masalah 
tersebut belum terlihat nyata. Mereka cenderung menolak kenyataan 
bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan lahan untuk 
perumahan dalam kota dan mengusahakan lahan untuk kepentingan 
mereka. 
c. Kendala ketersediaan prasarana untuk perumahan. 
Ketersediaan prasarana untuk perumahan seperti jaringan air minum, 
pembuangan air limbah, pembuangan sampah dan transportasi yang 
merupakan persyaratan penting bagi pembangunan perumahan. 
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Kurangnya pengembangan prasaranan, terutama jalan dan air merupakan 
salah satu penyebab utama sulitnya pengadaan lahan untuk perumahan di 
daerah perkotaan 
d. Kendala bahan bangunan dan peraturan bangunan. 
Banyak negara berkembang belum mampu memproduksi bahan-bahan 
bangunan tertentu seperti semen, paku, seng gelombang , dan lain-lain. 
Barang-barang tersebut masih perlu diimpor dari luar negeri sehingga 
harganya berada di luar jangkauan sebagian besar anggota masyarakat. 
Selain itu, banyak standar dan peraturan-peraturan bangunan nasional di 
negara-negara berkembang yang meniru negara-negara maju seperti 
Inggris, Jerman, atau Amerika Serikat yang tidak sesuai dan terlalu tinggi 
standarnya bagi masyarakat negara-negara berkembang. Kedua hal 
tersebut menyebabkan pengadaan rumah bagi atau oleh masyarakat 
berpenghasilan rendah sulit untukdilaksanakan. 
Menurut Yudohusodo (1991:334), dalam membangun rumah sewa perlu 
diperhatikan beberapa aspek, yaitu : 
a. Aspek ekonomi 
Rumah susun sewa yang berdekatan dengan tempat kerja, tempat usaha 
atau tempat berbelanja untuk keperluan sehari-hari akan sangat membantu 
menyelesaikan masalah perkotaan, terutama yang menyangkut masalah 
transportasi dan lalu lintas kota. 
b. Aspek lingkungan 
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Pada setiap lingkungan perumahan yang dibangun membutuhkan 
sejumlah rumah tambahan bagi masyarakat yang mempunyai tingkat 
sosial ekonomi yang berbeda. Melalui penerapan subsidi silang masih 
dimungkinkan membangun sejumlah rumah sewa yang dibiayai oleh 
lingkungan itu sendiri. 
 
c. Aspek tanah perkotaan 
Rumah susun sewa yang secara minimal dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat pada saat ini, tidak akan lagi memenuhi kebutuhan 
masyarakat dikemudian hari. Program peremajaan lingkungan dengan 
membangun kembali perumahan sesuai dengan standar yang dituntut, 
harus dilaksanakan agar lingkungan perkotaan tetap dapat terjamin 
kualitasnya. Dengan dikuasainya tanah dimana rumah susun sewa itu 
dibangun, program peremajaan lingkungan di masa mendatang dengan 
mudah dapat dilaksanakan. 
d. Aspek investasi 
Pembangunan rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah secara ekonomis kurang menguntungkan. Besarnya sewa tidak 
dapat menutup seluruh biaya investasinya. Akan tetapi apabila ditinjau 
dari nilai tanah perkotaan yang selalu meningkat sesuai dengan 
perkembangan kotanya, maka cadangan tanah yang dikuasai pemerintah 
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akan selalu meningkat harganya. Dengan nilai tanah tersebut, akan 
terpenuhi pengembalian sebagian atau seluruhnya biaya investasi. 
e. Aspek keterjangkauan 
Untuk dapat mencapai sasaran yang tepat maka tarif sewa disesuaikan 
dengan kemampuan masyarakat, atas dasar penghasilan yang nyata dan 
besarnya pengeluaran rumah tangga. Letak keberhasilan pembangunan 
dan penghunian rumah susun sewa tergantung pada lokasinya. 
Dari kelima aspek di atas masing-masing mempunyai nilai yang pasti 
harus dilengkapi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya 
beberapa penyesuaian tergantung pada lokasinya. Dari aspek ekonomi 
diharapkan lokasi yang menguntungkan terutama yang dekat dengan akses 
utama kota, tetapi dari sisi investasi ini akan kurang menguntungkan. 
Karenanya perlu kajian lebih dalam lagi untuk menyeimbangkan kelima aspek 
ini agar pembangunan rumah susun sewa dapat diterapkan dan memberikan 
manfaat yang semaksimal mungkin. 
Dalam pembangunan Rusun yang tak kalah pentingnya adalah Fasilitasi 
Administrasi Alih Aset Rusun yang digunakan. Kelengkapan data pendukung 
yang digunakan dalam fasilitasi administrasi alih aset Rusun adalah seperti 
yang disyaratkan dalam Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara. 
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D. Kualitas Lingkungan Hunian 
1. Kondisi Sarana dan Prasarana 
Dalam menilai kualitas lingkungan permukiman, patut dicermati bahwa 
lingkungn permukiman merupakan salah satu elemen permukiman selain 
manusia dan masyarakat. Lingkungan permukiman berdasarkan penjelasan 
elemen permukiman di atas, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 
lingkungan alamiah (nature) dan lingkungan buatan (shell dan network). 
Penilaian terhadap kualitas lingkungan buatan memiliki dua elemen, yaitu 
penilaian terhadap shell (fisik hunian) dan network (sarana prasarana 
lingkungan). Penilaian terhadap hunian di Indonesia dapat didekati dengan 
indikator pencahayaan, penghawaan dan suhu udara. Ketiga hal ini tercantum 
dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah no 
403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana 
Sehat. Pencahayaan yang dimaksud adalah penggunaan terang langit yang 
dapat memastikan ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya dan 
merata di seluruh ruangan. Secara teknis, indikator ini dapat dinilai dengan 
luasan lubang pencahayaan yang minimum sebesar 10 % dari luasan lantai. 
Selain luasan lubang cahaya, indikator pencahayaan juga 8 diukur dengan 
penerimaan sinar matahari langsung selama minimal 1 jam dalam satu hari. 
Pada aspek penghawaan, kualitas hunian yang baik terjadi apabila terdapat 
aliran pergantian udara secara menerus melalui ventilasi maupan ruangan-
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ruangan dalam hunian. Hal ini ditandai dengan adanya ventilasi silang dengan 
lubang penghawaan minimal seluas 5 % dari luasan lantai hunian. Selain 
teknis luasan, juga terdapat tolak ukur lokasi lubang penghawaan yang 
mengindikasikan kualitas hunian yang baik adalah bila tidak berasal dari 
dapur kamar mandi dan WC. Aspek terakhir di kualitas hunian adalah suhu 
dan kelembaban. Indikator suhu dan kelembaban ini dapat dinilai baik jika 
saat beraktivitas penghuni tidak merasa pengap. Untuk pengukuran teknis, 
dapat didekati dengan keseimbangan volume udara masuk dan keluar dalam 
satu ruangan. 
Sementara itu, menurut sumber yang sama, prasarana permukiman yang 
menunjukkan kualitas network adalah jaringan listrik, jaringan air bersih, 
jaringan drainase dan sanitasi. Untuk standar kebutuhan listrik yang 
diperlukan setiap rumah adalah sebesar 900Va per rumah pada kawasan 
perkotaan dan 450 Va/rumah untuk permukiman di kawasan perdesaan. 
Sementara itu, untuk jaringan air bersih, indikatornya dapat didekati dari cara 
pemenuhannya (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 
492/MENKES/PER/IV/2010) yang dapat berasal perpipaan, sumber 
terlindungi, sumber tak terlindungi, atau tidak memiliki sumber (harus 
membeli). Indikator lain terkait dengan kuantitas airbersih yang terakses, yaitu 
minimal 150 liter/orang/hari berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan 
Perkotaan (1972). Untuk jaringan drainase, kualitas jaringan didekati dari 
fungsinya untuk mengalirkan air hujan maupun air limbah domestik. 
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Keduanya dapat disediakan secara individu maupun secara komunal menurut 
SNI 0317332004). 
 
a. Air bersih 
Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang 
dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Dengan 
demikian kualitas air akan berbeda dari suatu kegiatan ke kegiatan lain, 
sebagai contoh kualitas air untuk keperluan irigasi berbeda dengan 
kualitas air untuk keperluan air minum. Begitu pula dengan air bersih, air 
minum dan air hujan, tentunya memiliki kesamaan, namun sangat jauh 
berbeda diantara ketiganya. Mulai dari kandungan yang terdapat dalam 
air tersebut hingga sumber dari air itu sendiri. Dan tentunya penggunaan 
dari ketiganya juga berbeda dalam kehidupan sehari-hari. 
Pengertian standar kualitas air minum adalah batas operasional dari 
kriteria kualitas air dengan memasukkan pertimbangan non teknis, 
misalnya kondisi sosial-ekonomi, target atau tingkat kualitas produksi, 
tingkat kesehatan yang ada, dan teknologi yang tersedia. Pengertian air 
minum sendiri adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat 
kesehatan yang dapat diminum. 
Standar mutu air minum atau air untuk kebutuhan rumah tangga 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor : 01 / birhukmas / I / 1975 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan 
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Kualitas Air Minum. Standar baku air minum tersebut disesuaikan dengan 
standar internasional yang ditetapkan WHO. Standarisasi kualitas air 
tersebut bertujuan untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam pengolahan air atau 
kegiatan usaha mengolah dan mendistribusikan air minum untuk 
masyarakat umum. Dengan adanya standarisasi tersebut dapat dinilai 
kelayakan pendistribusian sumber air untuk keperluan rumah tangga. 
Kualitas air yang digunakan sebagai air minum sebaiknya memenuhi 
persyaratan secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. 
1) Persyaratan Fisik  
Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan berikut :  
a) Jernih atau tidak keruh.  
b) Tidak berwarna. 
c) Rasanya tawar. 
d) Tidak berbau. 
e) Temperaturnya normal. 
f) Tidak mengandung zat padatan. 
2) Persyaratan Kimia 
Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia sebagai 
berikut : 
a) pH normal. 
b) Tidak mengandung bahan kimia beracun. 
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c) Tidak mengandung garam atau ion-ion logam. 
d) Kesadahan rendah. 
e) Tidak mengandung bahan organik. 
3) Persyaratan Mikrobiologis 
Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagai 
berikut : 
a) Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan coli, 
salmonellatyphi, vibrio cholera, dan lain-lain. Kuman-kuman ini 
mudah tersebar melalui air (transmitted by water). 
b) Tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti actinomycetes, 
phytoplankton coliform, cladocera, dan lain-lain. 
b. Drainase 
Standar dan Sistem Penyediaan Drainase Kota Sistem penyediaan 
jaringan drainase terdiri dari empat macam, yaitu : 
1. Sistem Drainase Utama 
Sistem drainase perkotaan yang melayani kepentingan sebagian besar 
warga masyarakat kota. 
2. Sistem Drainase Lokal Sistem drainase perkotaan yang melayani 
kepentingan sebagian kecil warga masyarakat kota. 
3. Sistem Drainase Terpisah Sistem drainase yang mempunyai jaringan 
saluran pembuangan terpisah untuk air permukaan atau air limpasan. 
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4. Sistem Gabungan Sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran 
pembuangan yang sama, baik untuk air genangan atau air limpasan 
yang telah diolah. 
Sasaran penyediaan sistem drainase dan pengendalian banjir adalah : 
1. Penataan sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier 
melalui normalisasi maupun rehabilitasi saluran guna menciptakan 
lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, 
banjir kiriman, maupun hujan lokal. Dari masing-masing jaringan 
dapat didefinisikan sebagai berikut : 
a. Jaringan Primer : saluran yang memanfaatkan sungai dan anak 
sungai. 
b. Jaringan Sekunder : saluran yang menghubungkan saluran tersier 
dengan saluran primer (dibangun dengan beton/plesteran semen). 
c. Jaringan Tersier : saluran untuk mengalirkan limbah rumah 
tangga ke saluran sekunder, berupa plesteran, pipa dan tanah. 
2. Memenuhi kebutuhan dasar (basic need) drainase bagi kawasan 
hunian dan kota. 
3. Menunjang kebutuhan pembangunan (development need) dalam 
menunjang terciptanya scenario pengembangan kota untuk kawasan 
andalan dan menunjang sektor unggulan yang berpedoman pada 
Rancana Umum Tata Ruang Kota. 
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Sedangkan arahan dalam pelaksanaannya adalah Harus dapat diatasi 
dengan biaya ekonomis. Pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak 
sosial yang berat. dapat dilaksanakan dengan teknologi sederhana. 
Memanfaatkan semaksimal mungkin saluran yang ada. Jaringan drainase 
harus mudah pengoperasian dan pemeliharaannya, Mengalirkan air hujan 
ke badan sungai yang terdekat. 
c. Persampahan 
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah 
(Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Menurut UU no 18 Tahun 2008 
didefinisikan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 
penanganan sampah. Menurut Chandra, Budiman (2006) pengelolaan 
sampah disuatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat 
maupun lingkungan daerah itu sendiri. 
Banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah, diantaranya 
yaitu pencemaran udara, karena baunya yang tidak sedap, kesan jijik, 
mengganggu nilai estetika, pencemaran air yaitu apabila membuang 
sampah sembarangan, misalnya di sungai, maka akan membuat air 
menjadi kotor dan berbau. Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari 
sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Tujuan 
pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 
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kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU 
No 8 Pasal 4 tahun 2008). 
Upaya yang dapat ditempuh dalam tujuan pengelolaan sampah: 
1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. 
2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan 
bagi lingkungan hidup. Untuk itu manusia sebisa mungkin harus bisa 
mengurangi penggunaan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak 
dan mengurangi volume sampah di TPA. 
Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal 
dengan 3RC yaitu: 
a. Reduce (mengurangi sampah) 
b. Reuse (menggunakan kembali) 
c. Recycling (mendaur ulang) 
d. Jaringan jalan 
Jaringan jalan terdiri dari ruas-ruas jalan yang menghubungkan satu 
dengan yang lain pada titik pertemuan yang merupakan simpul-simpul 
transportasi yang dapat memberikan alternatif pilihan bagi pengguna 
jalan. Jaringan jalan berdasarkan sistem (pelayanan penghubung) menurut 
(Miro, 1997:28) : 
1. Sistem Jaringan jalan Primer adalah sistem jaringan jalan yang 
menghubungkan kota atau wilayah di tingkat nasional. 
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2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang 
menghubungkan zona-zona, kawasan-kawasan (titik simpul didalam 
kota). 
Sedangkan berdasarkan peranannya, jaringan jalan dapat dibagi atas 
menurut (Miro, 1997:28) 
1. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh dengan 
kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah masuk (accces road) dibatasi 
secara efisien 
2. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan jarak 
sedang  dengan kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk 
masih dibatasi 
3. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan jarak dekat 
(angkutan setempat) dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah 
jalan masuk tidak dibatasi. 
e. RTH (Ruang Terbua Hijau) 
Menurut Rustam Hakim (1987), ruang terbuka pada dasarnya 
merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan aktivitas 
tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara individu atau secara 
kelompok. Bentuk daripada ruang terbuka ini sangat tergantung pada pola 
dan susunan massa bangunan. Contoh ruang terbuka adalah jalan, 
pedestrian, taman, plaza, pemakaman di sekitar lapangan olahraga. 
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Roger Trancik (1986), dalam bukunya ”Finding Lost Space”, 
mengungkapkan bahwa menurut sifatnya ruang terbuka kota dapat dibagi 
menjadi: 
1. Hard space, yaitu ruang terbuka yang secara prinsip dibatasi oleh 
dinding arsitektural dan biasanya sebagai kegiatan sosial. Ruang 
terbuka jenis ini tidak tertutup oleh massa bangunan namun tertutup 
oleh pengerasan seperti ubin, aspal, plesteran, paving stone, dan lain-
lain. 
2. Soft space, yaitu ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan 
alam. Pada setting kota, soft space berbentuk taman (park) dan kebun 
(garden) serta jalur hijau (greenways) yang dapat memberikan 
kesempatan untuk berelaksasi (santai). 
Menurut Rustam Hakin (1987), ada beberapa fungsi ruang terbuka, 
antara lain: 
• Tempat bermain, berolahraga 
• Tempat bersantai 
• Tempat komunikasi sosial 
• Tempat peralihan, tempat menunggu 
• Sebagai ruang terbuka untuk mendapatkan udara segar dengan 
lingkungan 
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• Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang 
lain 
• Sebagai pembatas/jarak di antara massa bangunan 
• Fungsi ekologis, yang meliputi: penyegaran udara, menyerap air 
hujan, pengendalian banjir, memelihara ekosistem tertentu dan 
pelembut arsitektur bangunan. 
2. Soasial ekonomi dan budaya masyarakat 
Masyarakat adalah sekumpulan individu yang mengadakan kesepakatan 
bersama untuk secara bersama-sama mengelola kehidupan. Terdapat berbagai 
alasan mengapa individu-individu tersebut mengadakan kesepakatan untuk 
membentuk kehidupan bersama. Alasan-alasan tersebut meliputi alasan 
biologis, psikologis, dan sosial. Pembentukan kehidupan bersama itu sendiri 
melalui beberapa tahapan yaitu interaksi, adaptasi, pengorganisasian tingkah 
laku, dan terbentuknya perasaan kelompok. Setelah melewati tahapan 
tersebut, maka terbentuklah apa yang dinamakan masyarakat yang bentuknya 
antara lain adalah masyarakat pemburu dan peramu, peternak, holtikultura, 
petani, dan industri. Di dalam tubuh masyarakat itu sendiri terdapat unsur-
unsur persekutuan sosial, pengendalian sosial, media sosial, dan ukuran sosial. 
Pengendalian sosial di dalam masyarakat dilakukan melalui beberapa cara 
yang pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol tingkah laku warga 
masyarakat agar tidak menyeleweng dari apa yang telah disepakati bersama. 
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Walupun demikian, tidak berarti bahwa apa yang telah disepakati bersama 
tersebut tidak pernah berubah. 
Apa yang menjadi kesepakatan bersama warga masyarakat adalah 
kebudayaan, yang antara lain diartikan sebagai pola-pola kehidupan di dalam 
komunitas. Kebudayaan di sini dimengerti sebagai fenomena yang dapat 
diamati yang wujud kebudayaannya adalah sebagai suatu sistem sosial yang 
terdiri dari serangkaian tindakan yang berpola yang bertujuan untuk 
memenuhi keperluan hidup. 
Serangkaian tindakan berpola atau kebudayaan dimiliki individu melalui 
proses belajar yang terdiri dari proses internalisasi, sosialisasi, dan 
enkulturasi. 
Konsep Masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang di anggap 
sesuai. Tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta 
terintegrasi langsung dengan tingkah laku umum. Dan dapat 
mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan 
sosial dengan batasan-batasan tertentu. Setiap masyarakat pula mempunyai 
budayanya yang tersendiri yang terbentuk daripada hubungan rapat sesama 
anggotanya semenjak masyarakat itu wujud. 
 
a. Social ekonomi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti 
berkenaan dengan masyarakat (KBBI, 2002:1454). Menurut Departemen 
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Sosial, kata sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan 
dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau 
komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi 
simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan 
berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang yang dimunculkan oleh 
individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan 
demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang 
terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih dari seorang individu 
berarti terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing individu yang 
saling berfungsi satu dengan lainya, status sosial ekonomi sebagai 
pengelompokan orang - orang berdasarkan kesamaan karakteristik 
pekerjaan dan pendidikan ekonomi. 
Status sosial ekonomi menunjukan ketidaksetaraan tertentu. Secara 
umum anggota masyarakat memiliki :  
1. pekerjaan yang bervariasi prestisenya, dan beberapa individu 
memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih 
tinggi dibanding orang lain; 
2. tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individu memiliki 
akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik 
dibanding orang lain. 
3. sumber daya ekonomi yang berbeda. 
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4. tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat. 
Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan 
berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan 
yang tidak setara. 
Menurut Soekanto (2002:89), sosial ekonomi adalah posisi seseorang 
dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan 
pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam 
hubungannya dengan sumber daya. Menurut Abdulsyani sosial ekonomi 
(2007:92) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 
manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, 
tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. 
Untuk mengukur kondisi rill sosial ekonomi seseorang atau sekelompok 
rumah tangga, dapat dilihat dari kebutuhan hidup manusia secara 
menyeluruh. Dalam laporan PBB I berjudul Report on International 
Definition and Measurement of Standart and Level Living, badan dunia 
tersebut menetapkan 12 jenis komponen yang harus digunakan sebagai 
dasar untuk memperkirakan kebutuhan manusia, meliputi: 
1) Kesehatan 
2) Makanan dan gizi 
3) Kondisi pekerjaan  
4) Situasi kesempatan kerja 
5) Konsumsi dan tata hubungan aggregative 
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6) Pengangkutan 
7) Perumahan, termasuk fasilitas-fasilitas perumahan 
8) Sandang 
9) Rekreasi dan hiburan 
10) Jaminan sosial 
11) Kebebasan manusia (siagian, 2012:74) 
Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya sosial 
ekonomi orang tua di masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis 
pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, 
pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari 
komunitasnya. Dalam hal ini uraiannya dibatasi hanya 4 faktor yang 
menentukan yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan 
kekayaan, dan jenis pekerjaan. 
b. Social budaya 
Manusia satu yang bersatu dengan manusia lainnya dalam suatu 
wilayah tertentu akan membentuk sebuah masyarakat. Dari masyarakat 
inilah akan lahir nilai-nilai bermasyarakat yang berkembang menjadi 
kebudayaan. Kebudayaan masyarakat di daerah tertentu akan berbeda 
dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain. Karena setiap kelompok 
masyarakat memiliki aspek nilai yang berbeda. Dan kebudayaan juga 
dipengaruhi oleh faktor bahasa, keadaan geografis dan kepercayan. 
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Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu 
buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) 
diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. 
Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata 
Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga 
sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang 
diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.  
Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. 
Herskovits dan Bronislaw Malinowski (New York; Brentano’s, 1924) 
mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat 
ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. 
Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits 
memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu 
generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai 
superorganic. Menurut Andreas Eppink (2003:136), kebudayaan 
mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan 
serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan 
lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas 
suatu masyarakat. Menurut Ralph Linton (1968) , kebudayaan merupakan 
Keseluruhan dari pengetahuan sikap dan pola perilaku manusia yang 
merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu 
masyarakat. 
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Kebudayaan setiap masyarakat tentu terdiri dari unsur-unsur tertentu, 
yang merupakan bagian dari suatu kebulatan, yakni kebudayan itu sendiri. 
Ada beberapa pendapat ahli tentang unsure-unsur kebudayaan. Menurut 
Clyde kluckhohn  dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of 
Culture (dalam Gazalba, 1989: 10) menyebutkan 7 unsur kebudayaan, 
yakni: 
1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, rumah, alat-alat 
rumah tangga, senjata, alat-alat rumah produksi dan transportasi) 
2. Mata pencarian hidup dan system-sistem ekonomi (pertanian, 
peternakan, system produksi, dan system distribusi) 
3. System kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi, politik, 
sistem hukum dan sistem perkawinan) 
4. Bahasa (lisan maupun tertulis) 
5. Kesenian (seni rupa, seni sastra dan seni gerak) 
6. Sistem pengetahuan 
7. Sistem kepercayaan (religi) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini merupakan daerah 
yang berada di bagian tepian air dan menjadi lokasi permukiman masyarakat 
yang ada. 
Penelitian ini akan dilaksanakan ± dua bulan. Lokasi penelitian dilakukan di 
Kawasan Rumah Susun Kecamatan Ujung Tanah Rusu Kota Makassar. 
  
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 ( dua ), yaitu : 
a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan 
secara deskriptif tentang lokasi penelitian secara umum. Jenis data 
kualitatif yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1) Data Kondisi fisik kawasan, yang mencakup letak geografis, kondisi 
topografi, kelerengan, geologi dan hidrologi. 
2) Data pola penggunaan lahan. 
3) Data sosial budaya masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan 
perilaku masyarakat. 
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b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian 
dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai 
yang diinginkan. Data Kuantitatif yang dimaksud adalah : 
1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk  
berdasarkan jenis kelaminya, jumlah penduduk menurut mata 
pencaharian,  dan jumlah  pendapatan penduduk. 
2) Data sebaran sarana, seperti jumlah sebaran saran perkantoran, sarana 
pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan sarana 
perdagangan dan jasa. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua 
kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat uraian berikut ini : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi 
lapangan seperti data yang diperoleh dari responden yang di pilih untuk 
Wawancara secara mendalam dan observasi langsung di lapangan. 
Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif obyek 
Penelitian. Jenis data yang dimaksud meliputi : 
1) Data sosial budaya masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan 
perilaku masyarakat yang bersumber dari wawancara tokoh-tokoh 
masyarakat). 
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2) Data sebaran sarana, seperti jumlah sebaran saran perkantoran, sarana 
pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan sarana 
perdagangan dan jasa bersumber dari pengamatan observasi 
3) Data Ekonomi, Mata pencaharian penduduk dan Jumlah Pendapatan 
dari mata pencaharian 
4) Lingkungan, yang dimaksud adalah kondisi prasarana lingkungan 
yang ada di lokasi penelitian. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari berbagai 
literatur, buku-buku ilmiah, bahan dokumentasi serta data dari instansi 
terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sugiyono (2010) bahwa sumber sekunder adalah 
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 
data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Terkait dengan pengertian 
itu maka data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data dari instansi 
Badan Pusat Statistik (BPS), kantor  Kecamatan Ujung Tanah, kantor 
Kelurahan Pattingalloang baru. 
Data sekunder yaitu data yang bersumber dari dinas/instansi ataupun 
lembaga-lembaga terkait. Seperti : 
1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut 
tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut mata pencaharian,  
jumlah  pendapatan penduduk, jumlah penduduk menurut agama 
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bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), kantor  
Kecamatan Ujung Tanah, kantor Kelurahan Pattingalloang baru.  
2) Data sebaran sarana, seperti jumlah sebaran saran perkantoran, sarana 
pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana 
perdagangan dan jasa bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), 
kantor  Kecamatan Ujung Tanah, kantor Kelurahan Pattingalloang 
baru. 
3) Data Kondisi fisik kawasan, yang mencakup letak geografis, kondisi 
topografi, kelerengan, geologi dan hidrologi bersumber dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), kantor  Kecamatan Ujung Tanah, kantor 
Kelurahan Pattingalloang baru. 
4) Data pola penggunaan lahan Pulau Karampuang yang bersumber dari 
kantor  Kecamatan Ujung Tanah, kantor Kelurahan Pattingalloang 
baru. 
5) Kebijakan RTRW Kota Makassar terkait kebijakan rusun dan 
pemukiman di Kota Makassar. 
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
dilakukan suatu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang 
dilakukan untuk penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Metode Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi langsung dengan 
masyarakat setempat, dalam hal ini penduduk Kecamatan Ujung Tanah. 
2. Metode Observasi 
Observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan 
langsung di lapangan secara sistematika mengenai fenomena yang diteliti. 
3. Metode Instansional 
Metode ini diperoleh melalui instansi terkait guna mengetahui data kualitatif 
dan kuantitatif obyek penelitian. 
4. Metode Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan kepada masyarakat yang masuk dalam 
kriteria sampel yang dituju untuk dijadikan sebagai responden dalam 
menjawab objek yang sedang diteliti. 
5. Data Dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi 
dari data  dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi 
studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar (dokumentasi foto). 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Langkah yang paling penting untuk memecahkan masalah pada penelitian 
yang bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif adalah menentukan populasi yang 
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menjadi objek penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang 
ada hubungannya dengan masalah yang diteliti atas semua kasus individu dan 
gejala yang ada di daerah penelitian. 
Populasi dari penelitian ini adalah jumlah penduduk di Kelurahan 
Pattingaloang baru, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang berjumlah 
34.343 jiwa. 
2. Sampel 
Nasution (2003) dalam Ridwan dan Akdon (2006) menyatakan bahwa 
tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang diisyaratkan untuk 
suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Juga tidak ada batasan yang jelas 
tentang apa yang dimaksud dengan sampel yang besar dan jumlah yang kecil. 
Sampel yang besar belum tentu menjamin mutu hasil penelitian. Yang penting 
sampel harus representatif, artinya mewakili keseluruhan populasi agar dapat 
diambil kesimpulan berupa generalisasi. 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti ciri-ciri dan 
keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri 
dan keberadaan populasi sebenarnya. Untuk itu teknik penarikan sampel 
dilakukan secara acak (sampel random). Dalam penarikan sampel, maka 
diupayakan sampel yang ditarik dapat merepsentasikan dari kondisi populasi 
secara keseluruhan, walaupun jumlah sampel yang ditarik relatif kecil 
dibandingkan dengan jumlah populasi. Secara matematis besarnya sampel dari 
suatu populasi menggunkan rumus slovin, yaitu sebagai berikut: 
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                                  N 
                                   n =   
                                             1 + N e2 
 
 
Keterangan : 
 
n  :  Jumlah Sampel  
N  :  Jumlah Populasi  
e : Koefisien kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau 
diinginkan. 
 
Berdasarkan rumus tersebut, maka pengambilan sampel di Kecamatan 
Ujung Tanah yang populasinya berjumlah  34.343 jiwa adalah sebagai 
berikut: 
 34.343 
n =  
 1 + (34.343× 0.01) 
 
  
             34.343 
n =  
  34.343 
   
 n = 100 Responden  
   
Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 
orang responden. 
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E. Variabel Penelitian  
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses 
identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin 
sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang 
digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam studi ini dapat dilihat pada 
tabel.3.1 berikut. 
Tabel. 3.1 Variabel Penelitian 
No 
Objek Penelitian 
Variabel Indikator Metode Pengumpulan Data 
1. 
Aspek 
Bangunan 
- Kepadatan bangunan 
- Jenis bangunan 
- Jumlah penghuni 
Survey lapangan, wawancara, 
instansional, dan 
dokumentasi  
2. Status lahan 
- Status kepemilikan lahan 
- Status kepemilikan sertifikat 
tanah 
Kuesioner dan observasi 
Wawancara 
3. 
Aspek Sarana 
dan Prasarana 
- Kondisi jalan 
- Kondisi drainase 
- Kondisi Persampahan 
Survey lapangan 
4. 
Aspek Kondisi 
Sosial Ekonomi 
Masyarakat 
- Adat istiadat 
- Kesehatan 
- Status pekerjaan 
- Pendapatan 
Kuesioner dan observasi 
 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan 
berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Berikut ini diuraikan metode analisis yang 
digunakan berdasarkan tujuan penelitian.  
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1. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat kekumuhan di 
kecamatan ujung tanah. Alat analisis yang digunakan adalah metode 
pembobotan dan deskriptif kualitatif. 
a. Metode pembobotan dalam penelitian ini untuk  mengidentifikasi 
Kawasan Kumuh di Kecamatan Ujung Tanah. Penetapan kriteria tingkat 
kekumuhan mengacu pada variabel penelitian. Output dari kriteria 
penilain ini dibagi menjadi 3 kelas , yaitu : 
K0 = Rendah dengan nilai (1) 
K1 = Sedang dengan nilai (3) 
K2 = Tinggi dengan nilai (5) 
Penetapan kriteria kawasan kumuh berdasarkan masing-masing variabel 
dijabarkan rinci pada Tabel 3.2 berikut.  
Tabel 3.2. Penetapan Kriteria Kawasan Kumuh 
NO Komponen Penilaian 
Kelas Kawasan Kumuh 
K0 K1 K2 
I Aspek bangunan 
1. Kepadatan Bangunan 
<60 
rumah/ha 
60 s.d. 100 
rumah/ha 
>100 rumah/ha 
2. Kondisi Rumah Permanen Semi permanen Temporer 
3. Jumlah Penghuni 5 orang 6-10 orang >10 0rang 
II Aspek Status Lahan 
1 Kepemilikan Lahan 
Tanah 
Sengketa 
Tanah 
Masyarakat Adat 
Tanah Negara 
2 Sertifikat Tanah 
Sertifikat 
Hak Milik 
Sertifikat HGB Belum Sertifikat 
III Aspek Sarana dan Prasarana 
1. Kondisi jalan Baik Sedang Buruk 
2. Kondisi drainase Baik Sedang Buruk 
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NO Komponen Penilaian 
Kelas Kawasan Kumuh 
K0 K1 K2 
3. Kondisi persampahan Baik Sedang Buruk 
IV Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat 
1. Adat istiadat Baik Cukup Buruk 
2. Kesehatan Baik Cukup  Buruk 
3. Status pekerjaan 
Bekerja dan 
mencukupi 
Bekerja dan 
kurang 
mencukupi 
Tidak bekerja 
4. 
Pendapatan perkapita per 
bulan 
2.000.000 
1.000.000-
500.000 
<500.000 
Sumber : Modifikasi kriteria kawasan kumuh Sinulingga (2006) dan Pedoman  
Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota 
Metropolitan 
b. Metode deskriptif kualitatif pada tujuan penelitian yang pertama 
digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari metode pembobotan kriteria 
tingkat kekumuhan yang terdapat di wilayah Kecamatan Ujung Tanah 
Kota Makassar. 
2. Tujuan penelitian kedua adalah mendeskripsikan konsep rumah susun tepat di 
wilayah Kecamatan Ujung Tanah sebagai upaya peningkatan kualitas hunian 
di lokasi tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis kualitatif 
adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan dan 
menggunakan secara jelas kondisi atau keadaan yang terjadi dilapangan. 
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G. Defenisi Operasional 
Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 
berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk 
melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 
fenomena.  
1. Rumah Susun 
Rumah susun atau rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki digunakan terpisah, 
terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, 
bendabersama, dan tanah-bersama sedangkan satuan rumah susun adalah 
rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah 
sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 
2. Peningkatan Lingkungan Hunian 
Peningkatan kualitas hunian adalah kondisi hunian yang sesuai persyaratan 
teknis dan kesehatan serta lingkungan sehingga mengganggu kenyamanan 
tempat tinggal dan fungsi sebagai rumah. Kondisi ini nampak pada kualitas 
fasilitas bangunan dan atau penggunaan ruang pada rusun sesuai dengan 
peraturan. 
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H. Kerangka Pembahasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
EKSITING 
Tinjauan ketersedian rumah 
susun terhadap pertumbuhan 
permukiman kumuh 
HARAPAN 
Diharapkan rumah susun dapat mengatasi permukiman 
kumuh  
 
MASALAH 
1. Bagaimana tingkat kekumuhan 
dikecamatan ujung tanah? 
2. Bagaimana konsep rusun sebagai 
upaya peningkatan kualitas hunian 
di kecamatan ujung tanah ? 
 
 
 
 
TUJUAN 
1. Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di kecamatan ujung tanah. 
2. Mendeskripsikan konsep rusun sebagai upaya peningkatan kualitas hunian 
di kecamatan ujung tanah . 
 
MANFAAT 
1. Dapat menjadi masukan dan referensi dalam ketersedian rumah susun di 
Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 
2. Dapat menjadi salah satu referensi bagi penentu kebijakan dalam hal ini 
Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya dalam mengambil 
kebijakan pengembangan Kota Makassar dan daerah lain saat sekarang 
maupun pada masa yang akan datang. 
 
METODE ANALISIS 
1. Analisis Deskriptif 
Kualitatif-kuantitatif 
2. Analisis Deskriptif 
kualitatif 
 
 
HASIL 
ANALISIS 
 
 
 
 
PERANGKAT TEORI 
1. Karakteristik rumah susun 
2. Karakteristik permukiman 
kumuh 
 
 
DATA 
1. Primer  
2. Sekunder 
 
 
 
KESIMPULAN 
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BAB IV 
  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kota Makassar 
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi 
Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung 
Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar  
mempunyai Luas 175,8 km² dan merupakan kota metropolitan terbesar di 
kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara 
Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya 
Pulau Sulawesi. 
Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian 
selatan Sulawesi Selatan, pada koordinat antara 1190 24' 17' 38" BT dan 508, 6, 
19 " LS. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0 – 25 meter dari permukaan laut, 
suhu udara antara 20° C - 32° C. dengan batas administrasi : 
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, 
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Gowa, dan 
• Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Secara administratif kota Makassar meliputi 14 kecamatan dan terbagi dalam 
143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT dimana Kecamatan Biringkanaya 
mempunyai luas wilayah yang sangat besar 48,22 km atau luas kecamatan 
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tersebut merupakan 27,43 persen dari seluruh luas Kota Makassar dan yang 
paling kecil adalah Kecamatan Mariso 1,82 km atau 1,04 persen dari luas 
wilayah Kota Makassar. 
Berikut dapat kita lihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 tentang jumlah kelurahan 
menurut kecamatan dan luas wilayah serta persentase terhadap luas wilayah 
menurut kecamatan di Kota Makassar: 
Tabel 4.1.  
Jumlah Kelurahan, RW, dan RT dirinci menurut Kecamatan di Kota Makassar 
No. Kode 
wil. 
Kecamatan Kelurahan RW RT 
1 010 Mariso 9 47 246 
2 020 Mamajang 13 56 238 
3 030 Tamalate 10 69 369 
4 031 Rappocini 10 37 139 
5 040 Makassar 14 45 169 
6 050 Ujung Pandang 10 57 257 
7 060 Wajo 8 77 464 
8 070 Bontoala 12 50 199 
9 080 Ujung Tanah 9 75 418 
10 090 Tallo 15 108 532 
11 100 Panakukkang 11 105 505 
12 101 Manggala 6 66 366 
13 110 Biringkanaya 7 106 566 
14 111 Tamalanrea 6 67 330 
Jumlah 143 965 4.812 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2017. 
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Tabel 4.2.  
Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut 
Kecamatan di Kota Makassar 
No. Kode wil. Kecamatan 
Luas 
(km2) 
Presentase luas 
(%) 
1 010 Mariso 1,82 1,04 
2 020 Mamajang 2,25 1,28 
3 030 Tamalate 20,21 11,50 
4 031 Rappocini 9,23 5,25 
5 040 Makassar 2,52 1,43 
6 050 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 060 Wajo 1,99 1,13 
8 070 Bontoala 2,10 1,19 
9 080 Ujung Tanah 4,40 2.52 
10 090 Tallo 5,83 3,32 
11 100 Panakukkang 17,83 9,70 
12 101 Manggala 24,14 13,73 
13 110 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 111 Tamalanrea 31,84 18,12 
Kota Makassar 174,23 100,00 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2017. 
2. Aspek Kependudukan 
Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu 
wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
pengembangan atau pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan 
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pertumbuhan penduduk, komposisi struktur kepedudukan serta adat istiadat dan 
kebiasaan penduduk. 
Penduduk Kota Makassar tahun 2017 tercatat sebanyak 1.352.136 jiwa yang 
terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan. Berikut dapat kita lihat 
pada tabel 4.3 tentang jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan di Kota 
Makassar: 
Tabel 4.3.  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar 
 Tahun 2017 
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Penduduk Jumlah 
 
Laki-laki Perempuan 
1 010 Mariso 28.101 28.307 56.408 
2 020 Mamajang 29.085 30.474 59.560 
3 030 Tamalate 85.279 87.227 172.506 
4 031 Rappocini 74.077 78.454 152.531 
5 040 Makassar 40.616 41.862 82.478 
6 050 Ujung Pandang 12.805 14.355 27.160 
7 060 Wajo 14.415 15.223 29.639 
8 070 Bontoala 26.684 28.030 54.714 
9 080 Ujung Tanah 17.434 16.909 34.343 
10 090 Tallo 67.888 67.686 135.574 
11 100 Panakukkang 70.663 72.066 142.729 
12 101 Manggala 59.008 59.183 118.191 
13 110 Biringkanaya 83.996 85.344 169.340 
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200
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
No. 
Kode 
wil. 
Kecamatan 
Penduduk Jumlah 
 
Laki-laki Perempuan 
14 111 Tamalanrea 51.462 52.713 104.175 
Kota Makassar 661.512 677.834 1.339.346 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2017 
Diagram 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar 
 Tahun 2017 
.  
 
 
 
 
 
Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2017 
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kepadatan penyebaran 
penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa 
penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 
172.506 jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk, disusul kecamatan 
Biringkanaya sebanyak  169.340 jiwa (12,52%). Kecamatan Rapoccini 
sebanyak 152.531 jiwa (11,28%), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung 
Pandang sebanyak 27.160 jiwa (2,01%). 
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GAMBAR PETA 4.1 
PETA ADMINISTRASI KOTA MAKASSAR 
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B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi 
Kecamatan Ujung Tanah terletak di bagian utara garis katulistiwa pada 
kordinat 05006'38,2" LS dan 119025'37,2" BT. dengan batas wilayah 
administrasi Kecamatan Ujung Tanah sebagai berikut : 
• Sebelah utara dengan Selat Makassar, 
• Sebelah timur Kecamatan Tallo, 
• Sebelah selatan Kecamatan Bontoala, dan  
• Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Sebanyak 5 kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah merupakan daerah pantai 
dan 4 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan ketinggian 
rata-rata kurang dari 500 meter di atas permukaan laut.  
Kecamatan Ujung Tanah merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota 
Makassar, Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 kelurahan dengan luas 
wilayah 4,40 km². Dari luas wilayah tersebut tercatat, bahwa Kelurahan 
Pattingalloang memiliki wilayah terluas yaitu 0,60 km², terluas kedua adalah 
Kelurahan Tamalabba dengan luas wilayah 0,58 km², sedangkan yang paling 
kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Gusung yaitu 0,18 km². berikut ialah 
penjelasan luas (Km²) Perkelurahan dalam bentuk diagram. 
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0,5
0,58
0,55
0,540,6
0,18
0,39
0,53
0,53
Luas wilayah (Km²) Menurut
Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2015
Ujung tanah
Tamalabba
Tabaringan
Totaka
pattingalloang
Gusung
Pattingalloang baru
Camba berua
Cambaya
Diagram 2. Diagram Luas (Km²) Perkelurahan 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Camat Ujung Tanah 
2. Aspek Fisik Dasar wilayah 
a. Topografi 
Topografi wilayah Kecamatan Ujung Tanah berupa dataran rendah 
dengan  ketinggian kurang dari 500 M .Dengan kondisi demikian, 
menjadikan Kecamatan Ujung Tanah bergerak dalam kegiatan 
perdagangan dan jasa serta perkantoran. Seperti pasar, ruko dan juga 
kawasan perkantoran. 
Dilihat Kecamatan Ujung Tanah lebih dominan kawasan pesisir/pinggir 
laut dengan luas sekitar 4,40 km². Sehingga dapat dilihat bahwa 
Kecamatan Ujung Tanah ini merupakan daerah pinggir  pantai. 
 
79 
 
Tabel 4.4 
Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Ujung Tanah  
Tahun 2017 
No. Kelurahan Ketinggian Dari Permukaan Laut (M) 
<500 500 - 700 >700 
(1) (2) (4) (5) (6) 
1 Ujung tanah √ - - 
2 Tamalabba  √ - - 
3 Tabaringan  √ - - 
4 Totaka  √ - - 
5 Pattingalloang √ - - 
6 Gusung  - - - 
7 Pattingalloang baru √ - - 
8 Camba berua √ - - 
9 Cambaya  √ - - 
Kecamatan 9 - - 
Sumber : Kantor Camat Ujung Tanah 
b. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah 
Jenis-jenis tanah yang ada di Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari : 
Tanah Inceptisol, Jenis tanah incepsitol terdapat hampir diseluruh wilayah 
kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda 
dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horizon penciri 
kambik. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu 
aluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu gamping. 
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Penyebaran tanah ini terutama didaerah dataran struktural berelief datar, 
landform structural/tektonik, dan dataran/perbukitan volkan. Kadang-
kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang cukup 
lama pada kedalaman 40 sampai 50 cm.  
Tanah Inceptisol memiliki horizon cambic pada horizon B yang 
dicirikan dengan adanya kandungan liat yang belum terbentuk dengan baik 
akibat proses basah kering dan proses penghayutan pada lapisan tanah. 
Sedangkan Tanah Ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang 
banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut 
terjadi akibat kandungan logam terutama besi dan aluminium yang 
teroksidasi (weathered soil). Umum terdapat di wilayah tropis pada hutan 
hujan, secara alamiah cocok untuk kultivasi atau penanaman hutan. Selain 
itu juga merupakan material yang stabil digunakan dalam konstruksi 
bangunan. Tanah ultisol berkembang dari bantuan sedimen masam 
(batupasir dan batuliat) dan sedikit dari bantuan volkan tua. 
Penyebaran utama terdapat pada landform tektonik/struktural dengan 
relief datar hingga berbukit dan bergunung. Tanah yang mempunyai 
horizon argilik atau kandik dan memiliki kejenuhan basa sebesar kurang 
dari 35 persen pada kedalaman 125 cm atau lebih di bawah batas atas 
horizon argilik atau kandik. 
Tanah ini telah mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi liat 
pada bahan induk yang umumnya terdiri dari bahan kaya aluminiumsilika 
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dengan iklim basah, sifatsifat utamanya mencerminkan kondisi telah 
mengalami pencucian intensif, diantaranya : miskin unsure hara N, P, dan 
K, sangat masam sampai masam, miskin bahan bahan organik, lapisan 
bawah kaya aluminium (AI), dan peka terhadap erosi. 
Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah 
Kecamatan Ujung Tanah adalah jenis tanah batuan, iklim, dan 
geomorfologi lokal, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat 
pelapukan batuan pada kawasan tersebut. Kualitas tanah mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah-
tanah yang sudah berkembang horisonnya akan semakin intensif di 
pergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya. Sedangkan kawasan-
kawasan yang mempunyai perkembangan lapisan tanahnya masih tipis 
biasa di manfaatkan untuk kegiatan budi daya. Penentuan kualitas tanah 
dan penyebarannya ini akan sangat berarti dalam pengembangan wilayah di 
Makassar terutama di Kecamatan Ujung Tanah, karena di Kecamatan 
Ujung Tanah terdiri dari laut, dataran rendah dan dataran tinggi, sehingga 
perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatnya. 
c. Kondisi iklim 
Keadaan musim di Kecamatan Ujung Tanah sama seperti daerah 
lainnya, di Kota Makassar yang di kenal dengan musim penghujan dan 
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musim kemarau. Musim hujan terjadi karena arus angin yang banyak 
mengandung uap air  berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik yang 
biasanya banyak terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni. 
Musim kemarau terjadi karena arus angin yang tidak banyak mengandung 
uap air bertiup dari Australia yang biasanya terjadi antara bulan Juli sampai 
bulan Oktober. 
Suhu udara di suatu tempat antara lain di tentukan oleh tinggi rendahnya 
tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 
2015 suhu udara minimum terjadi pada bulan Agustus, sebesar 22,70C dan  
suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober sebesar 32,80C. 
Kecepatan angin di Kecamatan Ujung Tanah  pada tahun 2017 
umumnya merata setiap tahunnya, yakni dengan kecepatan rata-rata 
berkisar 1,90 sampai dengan 4,26 knots, serta mempunyai tingkat 
kelembaban yang cukup tinggi berkisar antara 74 persen sampai 87 persen. 
Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan iklim, 
keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu 
curah hujan di Kecamatan Ujung Tanah pada tahun 2016 sangat beragam 
setiap bulannya, dimana curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Mei 
sebesar 321 mm. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah kecepatan 
angin adalah perbedaan tekanan udara, untuk lebih jelasnya dapat diliat 
pada tabel 4.5 : 
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Tabel 4.5 
Banyaknya Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kecamatan 
Ujung tanah tahun 2017 
No. Bulan Rata-Rata Curah 
Hujan 
Jumlah Hari 
Hujan 
(1) (2) (3) (4) 
1 Januari 176 19 
2 Februari 162 18 
3 Maret 109 10 
4 April 156 7 
5 Mei 321 21 
6 Juni 157 15 
7 Juli  256 15 
8 Agustus 3 1 
9 September  - - 
10 Oktober 20 6 
11 Novermber 241 14 
12 Desember  287 21 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 
d. Aspek Penggunaan Lahan 
Tata Guna Lahan adalah pola penggunaan tanah yang meliputi 
persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah serta pemeliharaannya. 
Perencanaan Tata Ruang mencakup perencanaan struktur dan pola 
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pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna 
udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. 
Dari total luas wilayah Kecamatan Ujung Tanah maka dapat 
diperincikan atas jenis-jenis penggunaan lahannya sebagaimana letak 
geografisnya berupa dataran rendah serta merupakan kawasan pinggiran 
laut. Maka jenis penggunaan lahannya mayoritas  adalah areal perdagangan 
dan pemukiman, serta penggunaan lahan lainnya yang berupa sarana 
kesehatan, peribadatan, Dari observasi kami di Kecamatan Ujung Tanah 
sebagian besar warga menggunakan lahannya lahan terbangun yakni 
berupa kesehatan dengan luas 13.6 Ha 2.29 %, pendidikan 34.16 Ha 
5.75%, Pergudangan 25.07 Ha 4.22%, RTH 10.28 Ha 1.73%, peribadatan 
8.20 Ha 1.38%, perkantoran 2.73 Ha 0.46%, pemukiman 350.28 Ha 
58.97%, perdagangan dan jasa 149.69 Ha 25.20%. Untuk penggunaan 
lahan Kecamatan Ujung Tanah dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.  
Tabel 4.6 
Pola Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ujung Tanah 
 Tahun 2017 
No. Penggunaan Lahan Luas 
(Ha) 
Presentase 
(%) 
1 Kesehatan  13.6 2.29 
2 RTH 10.28 1.73 
3 Pendidikan 34.16 5.75 
4 Perdagangan dan Jasa 149.69 25.20 
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No. Penggunaan Lahan Luas 
(Ha) 
Presentase 
(%) 
5 Pergudangan 25.07 4.22 
6 Peribadatan 8.20 1.38 
7 Perkantoran 2.73 0.46 
8 Pemukiman 350.28 58.97 
Total 594 100 
Sumber : Geofrafis Information System (GIS) Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2017 
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GAMBAR PETA 4.2 
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN UJUNG 
TANAH 
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3. Aspek Kependudukan 
a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 
Dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 jumlah penduduk Kecamatan 
Ujung Tanah meningkat setiap tahunnya. jumlah penduduk (hasil Sensus 
Penduduk) Tahun 2013 sebanyak 31.265 jiwa dan terakhir pada akhir 
Desember tahun 2017 sebanyak 34.343 jiwa, yang berarti rata-rata 
mengalami pertumbuhan penduduk sekitar 0,23 persen pertahun. Dapat kita 
lihat pada tabel 4.7 tentang jumlah penduduk di kecamatan ujung tanah : 
Tabel 4.7 
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Serta Kepadatan Penduduk Menurut 
Kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2017 
 
No. Kelurahan Luas 
(Km²) 
Rumah 
tangga 
penduduk Kepadatan 
Per Km² 
1 Ujung tanah 0,5 304 1.081 2.162 
2 Tamalabba  0,58 735 2.994 5.162 
3 Tabaringan  0,55 985 4.150 7.545 
4 Totaka  0,54 708 2.972 5.503 
5 pattingalloang 0,6 1279 5.572 9.287 
6 Gusung  0,18 476 3.140 17.444 
7 Pattingalloang 
baru 
0,39 592 2.843 7.290 
8 Camba berua 0,53 849 4.810 9.075 
9 Cambaya  0,53 1406 6.781 12.794 
Kecamatan 4.40 7.334 34.343 17.121 
Sumber : BPS Kota Makassar 
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Diagram 3. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Serta Kepadatan 
Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2017 
 
Sumber : BPS Kota Makassar 
 
b. Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 
sekitar 17.434 jiwa dan perempuan sekitar 16.909 jiwa. Dengan demikian 
rasio jenis kelamin adalah sekitar 103,10 persen yang berarti setiap 100 
orang penduduk perempuan terdapat sekitar 103 orang penduduk laki-laki, 
dapat dilihat dari Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 
Banyaknya Penduduk, Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Ujung Tanah  
Tahun 2017 
No. Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah  
1 Ujung tanah 557 524 1081 
2 Tamalabba  1519 1475 2994 
3 Tabaringan  2065 2085 4150 
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No. Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah  
4 Totaka  1490 1482 2972 
5 pattingalloang 2791 2781 5572 
6 Gusung  1630 1510 3140 
7 Pattingalloang 
baru 
1409 1434 2843 
8 Camba berua 2449 2361 4810 
9 Cambaya  3524 3257 6.781 
Kecamatan 17.434 16.909 34.343 
Sumber : BPS Kota Makassar 
 Kelompok umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak 
sekitar 6.328 jiwa, sedangkan kelompok umur 60-64 tahun dengan populasi 
terkecil hanya sekitar 1.110 jiwa (Tabel 4.9) 
Tabel 4.9 
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Ujung Tanah 
Tahun 2017 
No. Kelompok umur Jenis kelamin Jumlah  
Laki-laki Perempuan 
1 0-4 1.679 1.206 2.885 
2 5-9 2.041 1.165 3.206 
3 10-14 2.015 1.131 3.146 
4 15-19 2.002 2.238 4.240 
5 20-24 2.255 2.473 4.728 
6 25-29 1.802 1.300 3.102 
7 30-34 1.058 1.283 2.341 
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No. Kelompok umur Jenis kelamin Jumlah  
Laki-laki Perempuan 
8 35-39 1.392 1.145 2.537 
9 40-44 1.273 1.153 2.426 
10 45-49 1.151 874 2.025 
11 50-54 792 559 1.351 
12 55-59 754 175 929 
13 60-64 237 302 539 
14 65+ 509 379 888 
Jumlah  17.434 16.909 34.343 
Sumber : BPS Kota Makassar 
4. Aspek kekumuhan lokasi penelitian 
a. Kondisi fisik bangunan 
Kondisi fisik bangunan di lokasi penelitian di tentukan berdasarkan 3 
kriteria yaitu, kepadatan bangunan, kondisi bangunan, dan jumlah 
penghuni. Dalam hal ini lokasi penelitian di kecamatan ujung tanah terdiri 
atas 9 kelurahan. Untuk lebih jelasnya kondisi fisik bangunan ditiap 
kelurahan yang ada, dapat di lihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.10 
Kondisi fisik bangunan di Kecamatan Ujung Tanah tahun 2017 
No. Kelurahan 
Kepadatan 
banguan 
Kondisi 
banguanan 
Jumlah 
penghuni 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Ujung tanah 
>100 
rumah/ ha 
Permanen 6-10 orang 
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2 Tamalabba 
>100 
rumah/ ha 
Permanen 5 orang 
3 Tabaringan 
>100 
rumah/ ha 
Semi 
permanen 
6-10 orang 
4 Totaka 
>100 
rumah/ ha 
Semi 
permanen 
6-10 orang 
5 Pattingalloang 
>100 
rumah/ ha 
Temporer >10 orang 
6 Gusung 
>100 
rumah/ ha 
Temporer 6-10 orang 
7 
Pattingalloang 
baru 
>100 
rumah/ ha 
Temporer 6-10 orang 
8 Camba berua 
>100 
rumah/ ha 
Semi 
permanen 
5 orang 
9 Cambaya 
>100 
rumah/ ha 
Semi 
permanen 
6-10 orang 
Sumber : Survey lapangan, wawancara, instansional, dan dokumentasi 
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa rata-
rata kelurahan yang ada di kecamatan ujung tanah mempunyai kepadatan 
bangunan diatas 100 rumah/ha. Adapun kondisi bangunan yang 
mendominasi bangunan permanen terdapat di kelurahan Ujung Tanah, dan 
kelurahan Tamalabba. Sedangkan dari segi bangunan semi permanen lebih 
dominan di kelurahan Tabaringan, kelurahan Totaka, kelurahan Camba 
berua, dan kelurahan Cambaya. Dan bangunan temporer yang lebih 
mendominasi di kelurahan pattingaloang, kelurahan pattingalloang baru, 
dan kelurahan Gusung. Dari indikator jumlah penghuni ada 6 kelurahan 
yang 6-10 orang atau sekitar 4 KK  yang menetap dalam satu rumah, yaitu 
di kelurahan Ujung tanah, kelurahan tabaringan, kelurahan totaka, 
kelurahan pattingaloang baru, kelurahan Gusung, dan kelurahan Cambaya. 
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Sedangakan di kelurahan Pattingalloang jumlah penghuninya terbilang 
cukup tinggi yaitu lebih dari 10 orang yang menetap dalam satu rumah. 
Dan di kelurahan Tamalabba dan kelurahan Camba berua rata-rata jumlah 
penghuninya sekitar 5 orang dalam satu rumah. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Kondisi bangunan dilokasi penelitian 
b. Aspek Status Lahan 
Status lahan merupakan informasi yang menggambarkan kepemilikan 
lahan yang ada. Status lahan diklasifikasikan menjadi: Hak Negara, Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Milik Adat, Hak Pakai 
Tanah, Tanah Kasultanan dan Tanah Desa. 
Dalam penelitian ini variabel aspek status lahan digunakan untuk 
mengetahui tingkat kekumuhan dilokasi penelitian. Dari variable ini 
mempunyai indikator yang dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan lahan 
dan sertifikat tanah. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.11 
berikut : 
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Tabel 4.11 
Aspek status lahan di Kecamatan Ujung Tanah tahun 2017 
No. Kelurahan 
Kepemilikan 
lahan 
Sertifikat tanah 
(1) (2) (3) (4) 
1 Ujung tanah 
Tanah 
Masyarakat Adat 
Sertifikat Hak 
Milik 
2 Tamalabba Tanah Sengketa 
Sertifikat Hak 
Milik 
3 Tabaringan Tanah Negara 
Belum 
Sertifikat 
4 Totaka Tanah Sengketa 
Sertifikat Hak 
Milik 
5 Pattingalloang Tanah Negara 
Belum 
Sertifikat 
6 Gusung 
Tanah 
Masyarakat Adat 
Sertifikat HGB 
7 
Pattingalloang 
baru Tanah Negara 
Belum 
Sertifikat 
8 Camba berua 
Tanah 
Masyarakat Adat 
Sertifikat HGB 
9 Cambaya Tanah Sengketa Sertifikat HGB 
Sumber : Survey lapangan, dan  wawancara 
Berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan yang telah 
dilakukan dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dari indikator kepemilikan 
lahan kelurahan Tamalabba, kelurahan Totaka, dan kelurahan Cambaya 
status kepemilikan lahannya ialah Tanah sengketa. Serta, ada 3 kelurahan 
yang termasuk status kepemilikan lahannya ialah tanah masyarakat adat 
yaitu kelurahan Ujung tanah, kelurahan Gusung, dan kelurahan Camba 
berua. Dan adapun 3 kelurahan yang memiliki status kepemlikan lahannya 
tanah negara yaitu kelurahan Tabaringan, kelurahan Pattingalloang dan 
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kelurahan Pattingalloang baru. Sedangkan dari indikator sertifikat tanah, 
dari 9 kelurahan yang ada, kelurahan Ujang tanah, kelurahan Tamalabba, 
dan kelurahan Totaka yang mendominan memiliki sertifikat hak milik. Di 
bandingkan dari kelurahan Gusung, kelurahan camba berua, dan kelurahan 
Cambayya rata-rata sertifikat yang dimiliki ialah sertifikat HGB (Hak Guna 
Bangunan), dan kelurahan yang rata-ratanya tidak memiliki sertifikat tanah 
ialah kelurahan Tabaringan, kelurahan Pattinggalloang, dan kelurahan 
Pattingalloang baru.  
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Kondisi lahan dilokasi penelitian 
c. Aspek sarana dan prasarana 
Aspek sarana prasarana merupakan salah satu poin terpenting untuk 
mengetahui tingkat kekumuhan. Maka dalam penelitian ini, aspek sarana 
dan prasarana digunakan sebagai variable penentu dalam mengetahui 
tingkat kekumuhan dilokasi penelitian. Pada variabel ini, aspek sarana dan 
prasana dibagi menjadi 3 indikator yaitu, Kondisi jalan, Kondisi drainase, 
dan Kondisi persampahan. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan, lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12 
Aspek sarana dan prasarana di Kecamatan Ujung Tanah tahun 2017 
No. Kelurahan Kondisi jalan 
Kondisi 
drainase 
Kondisi 
persampahan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Ujung tanah Baik Sedang sedang 
2 Tamalabba Baik Sedang sedang 
3 Tabaringan Sedang Buruk Sedang 
4 Totaka Baik Sedang  Buruk 
5 Pattingalloang Buruk Buruk Buruk 
6 Gusung Sedang Sedang  Buruk 
7 
Pattingalloang 
baru 
Buruk Buruk Buruk 
8 Camba berua Baik Baik Sedang 
9 Cambaya Baik Sedang Sedang  
Sumber : Survey lapangan 
1) Jaringan jalan 
Dari hasil survey lapangan dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 
indikator kondisi jalan dengan kondisi jalan yang baik masih lebih 
dominan dilokasi penelitian. Untuk jalan dengan kondisi yang baik terdapat 
di 5 kelurahan yaitu kelurahan Ujung tanah, kelurahan tamalabba, 
kelurahan Totaka, kelurahan Camba berua, dan  kelurahan Cambayya. 
Sedangkan dengan jalan yang kondisi sedang terdapat di 2 kelurahan 
diantaranya kelurahan Tabringan, dan kelurahan Gusung. Dan untuk 
kelurahan Pattingalloang, dan kelurahan Patingalloang baru miliki kondisi 
jalan yang buruk. 
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Gambar 4.4 Kondisi jaringan jalan dilokasi penelitian 
2) Jaringan drainase 
Sedangkan untuk jaringan drainase, berdasarkan dari hasil penelitian 
dapat dilihat bahwa kondisi jaringan drainase belum optimal, dari 9 
kelurahan dilokasi penelitian hanya di kelurahan Camba berua yang 
memiliki jaringan drainase dengan kondisi baik. Untuk jaringan drainase 
dengan kondisi sedang terdapat di kelurahan Ujung tanah, kelurahan 
Tamalabba, kelurahan Totaka, kelurahan Gusung, dan kelurahan 
Cambayya. Sedangkan jaringan drainase dengan kondisi buruk terdapat di 
kelurahan Tabaringan, kelurahan Pattingalloang, dan kelurahan 
Pattingalloang baru. 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 4.3 Kondisi jaringan drainase dilokasi penelitian 
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3) Sarana persampahan 
Untuk sarana persampahan dilokasi penelitian belum beroprasi dengan 
maksimal, berdasarkan tabel di atas dapat diliahat bahwa dari 9 kelurahan 
belum ada sarana persampahan yang memiliki kondisi baik. Sarana 
persampahan yang terdapat dilokasi penelitian dengan kondisi sedang 
terdapat di 5 kelurahan yaitu di kelurahan Ujung tanah, kelurahan 
Tamalabba, kelurahan Tabaringan, kelurahan Camba berua, dan kelurahan 
Cambayya. Sedangkan sarana persampahan dengan kondisi yang masih 
buruk tersebar di 4 kelurahan yaitu kelurahan Totaka, kelurahan 
Pattingaloang, kelurahan Gusung, dan kelurahan Pattingalloang baru. 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 4.4 kondisi sarana persampahan dilokasi penelitian 
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GAMBAR PETA 4.3 
PETA SEBARAN FASILITAS 
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GAMBAR PETA 4.4 
PETA KONDISI JALAN 
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GAMBAR PETA 4.5 
PETA KONDISI DRAINASE 
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GAMBAR PETA 4.6 
PETA KONDISI PERSAMPAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 
 
d. Aspek sosial ekonomi masyarakat 
Sosial mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan 
masyarakat, sementara itu ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang 
berhubungan dengan asas produksi, distribusi, pemakaian barang serta 
kekayaan. Sekilas Sosial dan Ekonomi seperti dua hal dan cabang ilmu yang 
berbeda, namun diantara keduanya sebenarnya terdapat kaitan yang erat. 
Salah satu kaitan yang erat tersebut adalah, Jika keperluan ekonomi tidak 
terpenuhi maka akan terdapat dampak sosial yang terjadi di masyarakat. 
Sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia 
dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan 
bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar 
budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Dalam penelitian ini kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat 
digunakan sebagai indikator penentu tingkat kekumuhan, ada 3 kriteria 
penentu indikator yaitu adat istiadat, kesehatan, dan status pekerjaan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.13 
Kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah 
tahun 2017 
No. Kelurahan 
Adat 
istiadat 
Kesehatan 
Status 
pekerjaan 
Pendapatan 
perkapita 
per bulan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Ujung tanah Baik Baik 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
2.000.000 
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No. Kelurahan 
Adat 
istiadat 
Kesehatan 
Status 
pekerjaan 
Pendapatan 
perkapita 
per bulan 
2 Tamalabba Baik Baik 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
2.000.000 
3 Tabaringan Baik Baik 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
2.000.000 
4 Totaka Baik Cukup 
Bekerja 
dan kurang 
mencukupi 
1.000.000-
500.000 
5 Pattingalloang Buruk  Buruk  
Tidak 
bekerja 
<500.000 
6 Gusung Buruk  Buruk 
Bekerja 
dan kurang 
mencukupi 
<500.000 
7 
Pattingalloang 
baru Cukup  Buruk  
Bekerja 
dan kurang 
mencukupi 
<500.000 
8 Camba berua Baik Baik 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
1.000.000-
500.000 
9 Cambaya Baik Cukup 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
1.000.000-
500.000 
Sumber : kuesioner dan observasi 
Dari hasil kuesioner dan observasi yang telah dilakukan, 4 indikator 
yang ada memiliki masing-masing penilaian yang berbeda. Dari indikator 
adat istiadat dilokasi penelitian hanya terdapat  3 kriteria, yaitu adat istiadat 
baik dan cukup baik dan buruk. Untuk adat istiadat yang baik terdapat di 6 
kelurahan yaitu kelurahan Ujung tanah, kelurahan Tamalabba, kelurahan 
tabaringan, kelurahan Totaka, kelurahan Camba berua, dan kelurahan 
Cambaya. Dan untuk adat istiadat yang cukup baik berada di kelurahan 
yaitu di kelurahan Pattingallaoang baru. Dan untuk adat istiadat yang buruk 
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atau kurang bersosial berada di kelurahan Pattingalloang, dan kelurahan 
Gusung. Sedangkan dari indikator kesehatan masyarakat sendiri, dari hasil 
observasi ada 3 kelurahan yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk 
yaitu di kelurahan Pattingalloang, kelurahan Gusung, dan kelurahan 
Pattingalloang baru, Karena dikelurahan tersebut mayoritas penduduk yang 
tinggal di sekitar tepian air menyebabkan dampak kesehatan yang sangat 
rentan. Sebaliknya terdapat 4 kelurahan yang mayoritas penduduknya 
memiliki kondisi kesehatan yang baik, yaitu di kelurahan Ujung tanah, 
kelurahan Tamalabba, kelurahan Tabaringan, dan kelurahan Camba berua. 
Dan untuk kelurahan yang memiliki kondisi kesehatan yang cukup berada 
di 2 kelurahan, yaitu kelurahan Totaka, dan kelurahan Cambayya. Ditinjau 
dari hasil kuesioner dan wawancara status pekerjaan tetap masyarakat yang 
berada di 9 kelurahan beragam mulai dari nelayan, buruh bangunan, 
kariyawan swasta, PNS, sopir, dan pedagang. Dan status pekerjaan 
masyarakat yang berada di kelurahan Ujung tanah, kelurahan Tamalabba, 
kelurahan Tabaringan, kelurahan Camba berua, dan kelurahan Cambayya 
lebih dominan bekerja dan mencukupi, di bandingkan dari 3 kelurahan 
yang lainnya yaitu kelurahan Totaka, kelurahan Gusung, dan kelurahan 
Pattingalloang baru, mayoritas masyarakatnya berkerja tapi kurang 
mencukupi. Dan untuk kelurahan Pattingalloang sendiri untuk status 
pekerjaan rata-rata masyarakatnya adalah tidak bekerja atau tidak memiliki 
pekerjaan tetap. Sedangkan dari hasil pendapatan perkapita tiap bulannya, 
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di kelurahan Ujung tanah, kelurahan Tamalabba, dan kelurahan Tabaringan 
rata-rata pendapatan masyarakatnya sebesar 2.000.000. Dibandingkan 
dengan kelurahan Totaka, kelurahan Camb berua, dan kelurahan Cambayya 
rata-rata pendapatan masyarakatnya berkisaran 1.000.000 – 500.000. Dan 
dari kelurahan Pattingalloang, kelurahan Gusung, dan Pattingalloang baru 
rata-rata pendapatan perkapita tiap bulan masyarakatnya < 500.000. hal ini 
di sebabkan karena dari segi mata pencarian masyarakat yang dominannya 
adalah nelayan dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, yang dimana 
masyarakat beranggapan bahwa tidak menentunya pendapatan ditiap 
bulannya karna pengaruh cuaca yang tidak menentu. 
 
 
 
 
Gambar 4.5 aktifitas masyarakat Di kelurahan pattialongan Kecamatan Ujung Tanah 
 
C. Analisis tingkat kekumuhan di kecamatan Ujung Tanah 
Untuk mengetahui atau mengidentifikasi tingkat kekumuhan tiap kelurahan 
dikecamatan Ujung tanah. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu 
metode pembobotan dengan menggunakan kriteria parameter penilaian 
berdasarkan variabel penelitian. Dalam hal ini adapun hasil tingkat kekumuhan 
yang didapatkan ditiap kelurahan. 
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1. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Ujung Tanah 
Adapun hasil yang telah didapatkan menggunakan parameter penilaian 
sebagai penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Ujung tanah. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.14 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Ujung Tanah tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah Permanen - - 1 
3. Jumlah Penghuni - 
6-10 
orang 
- 3 
Jumlah 9 
Rata-rata Sedang  3 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 9 dengan rata-rata 3, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+1+3 = 3 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 3 Sedang (K1). 
Tabel 4.15 Aspek status lahan di Kelurahan Ujung Tanah tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepemilikan 
Lahan 
- 
Tanah 
Masyarakat 
Adat 
- 3 
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NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
2. Sertifikat Tanah 
Sertifikat 
Hak 
Milik 
- - 1 
Jumlah 4 
Rata-rata Rendah  2 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 4 dengan rata-rata 2, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+1 = 2 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 2 Rendah (K0). 
Tabel 4.16 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Ujung Tanah tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan Baik - - 1 
2. Kondisi drainase - Sedang - 3 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- Sedang - 3 
Jumlah 7 
Rata-rata Rendah 2,33 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 7 dengan rata-rata 2,33 yang diperoleh dengan cara : 
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Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+3+3 = 2,33 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 2,33  tetapi sudah mendekati sedang, maka kriteria Aspek 
Sarana dan Prasarana dikategorikan Rendah (K0). 
Tabel 4.17 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Ujung Tanah tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat Baik - - 1 
2. Kesehatan Baik - - 1 
3. Status pekerjaan 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
- - 1 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
2.000.000 - - 1 
Jumlah 4 
Rata-rata Rendah 1 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 4 dengan rata-rata 1 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1+1+1 = 4 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 1, maka kriteria Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat dikategorikan Rendah (K0). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil rekapitulasi 
untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Ujung Tanah. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.18 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan Ujung 
Tanah tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Rendah (K0) 1 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Rendah (K0) 
1 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Rendah (K0) 
1 
Jumlah 6 
Rata-Rata Rendah  1,5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.18 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 6 dengan rata-rata 1,5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+1+1+1 = 1,5 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 1,5 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Ujung tanah kategorikan 
Rendah (K0). 
2. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Tamalabba 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Tamalabba. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.19 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Tamalabba tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah Permanen - - 1 
3. Jumlah Penghuni 5 orang - - 1 
Jumlah 7 
Rata-rata Rendah  2,33 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.19 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 7 dengan rata-rata 2,33, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+1+1 = 7 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 2,33 tetapi sudah mendekati sedang, maka kriteria Aspek 
bangunan dikategorikan Rendah (K0). 
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Tabel 4.20 Aspek status lahan di Kelurahan Tamalabba tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kepemilikan Lahan 
Tanah 
Sengketa 
- - 1 
2. Sertifikat Tanah 
Sertifikat 
Hak Milik 
- - 1 
Jumlah 2 
Rata-rata Rendah  1 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status lahan 
adalah 2 dengan rata-rata 1, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1 = 1 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 1 Rendah (K0). 
Tabel 4.21 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Tamalabba tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan Baik - - 1 
2. Kondisi drainase - Sedang - 3 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- Sedang - 3 
Jumlah 7 
Rata-rata Rendah 2,33 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.21 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 7 dengan rata-rata 2,33 yang diperoleh dengan cara : 
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Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+3+3 = 2,33 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Saran 
Prasarana adalah 2,33  tetapi sudah mendekati sedang, maka kriteria Aspek 
Sarana dan Prasarana dikategorikan Rendah (K0). 
Tabel 4.22 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tamalabba tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat Baik - - 1 
2. Kesehatan Baik - - 1 
3. Status pekerjaan 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
- - 1 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
2.000.000 - - 1 
Jumlah 4 
Rata-rata Rendah 1 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 4 dengan rata-rata 1 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1+1+1 = 4 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 1, maka kriteria Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat dikategorikan Rendah (K0). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil rekapitulasi 
untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Ujung Tanah. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.23 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan 
Tamalabba tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Rendah (K0) 1 
2 Aspek status lahan Rendah (K0) 1 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Rendah (K0) 
1 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Rendah (K0) 
1 
Jumlah 4 
Rata-Rata Rendah  1 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 4 dengan rata-rata 1 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1+1+1 = 1 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 1 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Tamalabba kategorikan Rendah 
(K0). 
3. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Tabaringan 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Tabaringan. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.24 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Tabaringan tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - 
Semi 
Permanen 
- 3 
3. Jumlah Penghuni - 
6-10 
orang 
- 3 
Jumlah 11 
Rata-rata Sedang  
3,66 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.24 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 11 dengan rata-rata 3,66, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+3+3 = 3,66 
        3 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 3,66, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan sedang 
(K1). 
Tabel 4.25 Aspek status lahan di Kelurahan Tamalabba tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kepemilikan Lahan - - 
Tanah 
Negara 
5 
2. Sertifikat Tanah - - 
Belum 
Sertifikat 
5 
Jumlah 10 
Rata-rata Tinggi  5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.25 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 10 dengan rata-rata 5, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5 = 10 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 5 Tinggi (K2). 
Tabel 4.26 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Tabaringan tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan - Sedang - 3 
2. Kondisi drainase - - Buruk  5 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- Sedang - 3 
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NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
Jumlah 11 
Rata-rata Sedang  3,66 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.26 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 11 dengan rata-rata 3,66 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+5+3 = 3,66 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 3,66, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana 
dikategorikan sedang (K1). 
Tabel 4.27 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tabaringan tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat Baik - - 1 
2. Kesehatan Baik - - 1 
3. Status pekerjaan 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
- - 1 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
2.000.000 - - 1 
Jumlah 4 
Rata-rata Rendah 1 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
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Dari tabel 4.27 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 4 dengan rata-rata 1 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1+1+1 = 4 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 1, maka kriteria Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat dikategorikan Rendah (K0). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Tabaringan 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.28 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan 
Tabaringan tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Tinggi (K2) 5 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Sedang (K1) 
3 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Rendah (K0) 
1 
Jumlah 12 
Rata-Rata Sedang  3,5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
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Dari tabel 4.28 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 12 dengan rata-rata 3,5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+5+3+1 = 3,5 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 3,5 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Tabaringan kategorikan 
Sedang (K1) 
4. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Totaka 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Totaka. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.29 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Totaka tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - 
Semi 
Permanen 
- 3 
3. Jumlah Penghuni - 
6-10 
orang 
- 3 
Jumlah 11 
Rata-rata Sedang 
3,66 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.29 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 11 dengan rata-rata 3,66, yang diperoleh dengan cara : 
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Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+3+3 = 3,66 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 3,66, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan sedang 
(K1). 
Tabel 4.30 Aspek status lahan di Kelurahan Totaka tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kepemilikan Lahan 
Tanah 
Sengketa 
- - 1 
2. Sertifikat Tanah 
Sertifikat 
Hak Milik 
- - 1 
Jumlah 2 
Rata-rata Rendah  1 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.30 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 2 dengan rata-rata 1, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1 = 1 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 1 Rendah (K0). 
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Tabel 4.31 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Totaka tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan Baik  - - 1 
2. Kondisi drainase - Sedang - 3 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- - Buruk 5 
Jumlah 9 
Rata-rata Sedang  3 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.31 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 9 dengan rata-rata 3 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+3+5 = 3 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 3, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana dikategorikan 
sedang (K1). 
Tabel 4.32 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Totaka tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat Baik - - 1 
2. Kesehatan - Cukup  - 3 
3. Status pekerjaan - 
Bekerja 
dan 
kurang 
mencukupi 
- 3 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
- 1.000.000 
- 500.000 
- 3 
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NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
Jumlah 10 
Rata-rata Rendah 2,5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.32 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 10 dengan rata-rata 2,5 yang diperoleh dengan 
cara: 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+3+3+3 = 2,5 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 2,5 hampir menghampiri sedang (K1), maka 
kriteria Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat dikategorikan Rendah (K0). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Totaka Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.33 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan Totaka 
tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Rendah (K0) 1 
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No Indikator Kriteria Nilai 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Sedang (K1) 
3 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Rendah (K0) 
1 
Jumlah 8 
Rata-Rata Rendah  2 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.33 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 8 dengan rata-rata 2 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+1+3+1 = 2 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 2 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Totaka kategorikan Rendah 
(K0). 
5. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Pattingalloang 
Adapun hasil yang telah didapatkan menggunakan parameter penilaian 
sebagai penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Pattingalloang. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.34 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Pattingalloang tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - - Temporer 5 
3. Jumlah Penghuni - - 
< 10 
orang 
5 
Jumlah 15 
Rata-rata Tinggi  
5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.34 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 15 dengan rata-rata 5, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+5 = 5 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 5, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan Tinggi (K2). 
Tabel 4.35 Aspek status lahan di Kelurahan Pattingalloang tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kepemilikan Lahan - - 
Tanah 
Negara 
5 
2. Sertifikat Tanah - - 
Belum 
Sertifikat 
5 
Jumlah 10 
Rata-rata Tinggi  5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
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Dari tabel 4.35 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 10 dengan rata-rata 5, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5 = 5 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 5 Tinggi (K2). 
Tabel 4.36 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Pattingalloang tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan - - Buruk 5 
2. Kondisi drainase - - Buruk 5 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- - Buruk 5 
Jumlah 15 
Rata-rata Tinggi  5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.36 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 15 dengan rata-rata 5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+5 = 5 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 5, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana dikategorikan 
Tinggi (K2). 
125 
 
Tabel 4.37 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Pattingalloang tahun 
2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat - - Buruk  5 
2. Kesehatan - - Buruk  5 
3. Status pekerjaan - - 
Tidak 
Bekerja 
5 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
- - < 500.000 5 
Jumlah 20 
Rata-rata Tinggi 5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.37 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 20 dengan rata-rata 5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+5+5 = 5 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 5 Tinggi (K2), maka kriteria Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat dikategorikan Tinggi (K2). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Pattingalloang 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
126 
 
Tabel 4.38 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan 
Pattingalloang tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Tinggi (K2) 5 
2 Aspek status lahan Tinggi (K2) 5 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Tinggi (K2) 
5 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Tinggi (K2) 
5 
Jumlah 20 
Rata-Rata Tinggi  5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.38 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 20 dengan rata-rata 5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+5+5 = 5 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 5 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Pattingalloang kategorikan 
Tinggi (K2). 
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6. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Gusung 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Gusung. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.39 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Gusung tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - - Temporer 5 
3. Jumlah Penghuni - 
6 – 10 
orang 
- 3 
Jumlah 13 
Rata-rata Sedang  4,33 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.39 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 13 dengan rata-rata 4,33, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+3 = 4,33 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 4,33, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan Sedang 
(K1). 
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Tabel 4.40 Aspek status lahan di Kelurahan Gusung tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepemilikan 
Lahan 
- 
Tanah 
Masyarakat 
Adat 
- 3 
2. Sertifikat Tanah - 
Sertifikat 
HGB 
- 3 
Jumlah 6 
Rata-rata Sedang  3 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.40 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 6 dengan rata-rata 3, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+3 = 3 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 3 Sedang (K1). 
Tabel 4.41 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Gusung tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan - Sedang - 3 
2. Kondisi drainase - Sedang - 3 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- - Buruk 5 
Jumlah 11 
Rata-rata Sedang  3,66 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.41 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 11 dengan rata-rata 3,66 yang diperoleh dengan cara : 
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Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+3+5 = 3,66 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 3,66, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana 
dikategorikan Sedang (K1). 
Tabel 4.42 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Gusung tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat - - Buruk  5 
2. Kesehatan - - Buruk  5 
3. Status pekerjaan - 
Bekerja 
dan 
kurang 
mencukupi 
- 3 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
- - < 500.000 5 
Jumlah 18 
Rata-rata Sedang 4,5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.42 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 18 dengan rata-rata 4,5 yang diperoleh dengan 
cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+3+5 = 4,5 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 4,5 hampir mencapai kategori Tinggi (K2), maka 
kriteria Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat tetap dikategorikan Sedang (K1). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Gusung. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.43 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan Gusung 
tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Sedang (K1) 3 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Sedang (K1) 
3 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Sedang (K1) 
3 
Jumlah 12 
Rata-Rata Sedang   3 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.43 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 12 dengan rata-rata 3 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+3+3+3 = 3 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 3 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Gusung kategorikan sedang 
(K1). 
7. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Pattingalloang baru 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Pattingalloang baru. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.44 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Pattingalloang baru tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - - Temporer 5 
3. Jumlah Penghuni - 
6 – 10 
orang 
- 3 
Jumlah 
13 
Rata-rata Sedang  4,33 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.44 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 13 dengan rata-rata 4,33, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+3 = 4,33 
        3 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 4,33, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan Sedang 
(K1). 
Tabel 4.45 Aspek status lahan di Kelurahan Pattingalloang baru tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kepemilikan Lahan - - 
Tanah 
Negara 
5 
2. Sertifikat Tanah - - 
Belum 
Sertifikat 
5 
Jumlah 10 
Rata-rata Tinggi 5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.45 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 10 dengan rata-rata 5, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5 = 5 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 5 Tinggi (K2). 
Tabel 4.46 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Pattingalloang baru tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan - - Buruk 5 
2. Kondisi drainase - - Buruk 5 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- - Buruk 5 
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NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
Jumlah 15 
Rata-rata Tinggi 5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.46 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 15 dengan rata-rata 5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+5+5 = 5 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 5, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana dikategorikan 
Tinggi (K2). 
Tabel 4.47 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Pattingalloang baru 
tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat - Cukup - 3 
2. Kesehatan - - Buruk  5 
3. Status pekerjaan - 
Bekerja 
dan 
kurang 
mencukupi 
- 3 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
- - < 500.000 5 
Jumlah 16 
Rata-rata Sedang 4 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
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Dari tabel 4.47 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 16 dengan rata-rata 4 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+5+3+5 = 4 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 4, maka kriteria Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat tetap dikategorikan Sedang (K1). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Pattingalloang 
baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.48 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan 
Pattingalloang baru tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Tinggi (K2) 5 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Tinggi (K2) 
5 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Sedang (K1) 
3 
Jumlah 16 
Rata-Rata Sedang  4 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
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Dari tabel 4.48 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 16 dengan rata-rata 4 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+5+5+3 = 4 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 4 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Pattingalloang baru kategorikan 
sedang (K1). 
8. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Camba Berua 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Camba Berua. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.49 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Camba Berua tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - 
Semi 
permanen 
- 3 
3. Jumlah Penghuni 5 orang - - 1 
Jumlah 9 
Rata-rata Sedang  3 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.49 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 9 dengan rata-rata 3, yang diperoleh dengan cara : 
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Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+3+1 = 3 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 3, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan Sedang (K1). 
Tabel 4.50 Aspek status lahan di Kelurahan Camba Berua tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepemilikan 
Lahan 
- 
Tanah 
Masyarakat 
Adat 
- 3 
2. Sertifikat Tanah - - 
Belum 
Sertifikat 
5 
Jumlah 8 
Rata-rata Sedang 4 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.50 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 8 dengan rata-rata 4, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+5 = 4 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 4 Sedang (K1). 
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Tabel 4.51 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Camba Berua tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan Baik - - 1 
2. Kondisi drainase Baik - - 1 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- Sedang - 3 
Jumlah 5 
Rata-rata Rendah 1,66 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.51 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 5 dengan rata-rata 1,66 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1+3 = 1,66 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 1,66, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana 
dikategorikan Rendah (K0). 
Tabel 4.52 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Camba Berua tahun 
2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat Baik - - 1 
2. Kesehatan Baik - - 1 
3. Status pekerjaan 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
- - 1 
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NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
- 1.000.000-
500.000 
- 3 
Jumlah 6 
Rata-rata Rendah 1,5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.52 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 6 dengan rata-rata 1,5 yang diperoleh dengan cara: 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+1+1+3 = 6 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 1,55, maka kriteria Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat tetap dikategorikan Rendah (K0). 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Camba Berua 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.53 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan Camba 
Berua tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Sedang (K1) 3 
3 
Aspek sarana dan 
Rendah (K0) 1 
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No Indikator Kriteria Nilai 
prasarana 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Rendah (K0) 
1 
Jumlah 8 
Rata-Rata Rendah   2 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.53 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 8 dengan rata-rata 2 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+3+1+1 = 2 
        4 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 4 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Camba Berua kategorikan 
Rendah (K0). 
9. Analisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Cambayya 
Dari hasil data yang di dapatkan menggunakan parameter penilaian sebagai 
penentu tingkat kawasan kumuh di kelurahan Cambayya. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.54 Kondisi fisik bangunan di Kelurahan Cambayya tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. 
Kepadatan 
Bangunan 
- - 
>100 
rumah/ha 
5 
2. Kondisi Rumah - 
Semi 
permanen 
- 3 
3. Jumlah Penghuni - 
6 – 10 
orang 
- 3 
Jumlah 
11 
Rata-rata Sedang  3,66 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.54 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek bangunan 
adalah 11 dengan rata-rata 3,66, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 5+3+3 = 3,66 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari aspek 
bangunan adalah 3,66, maka kriteria Aspek bangunan dikategorikan Sedang 
(K1). 
Tabel 4.55 Aspek status lahan di Kelurahan Cambayya tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kepemilikan Lahan 
Tanah 
Sengketa 
- - 1 
2. Sertifikat Tanah - 
Sertifikat 
HGB 
- 3 
Jumlah 4 
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NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
Rata-rata Rendah  2 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.55 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Status 
Lahan adalah 4 dengan rata-rata 2, yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+3 = 2 
      2 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Status 
Lahan adalah 2 Rendah (K0). 
Tabel 4.56 Aspek Saran dan Prasarana di Kelurahan Cambayya tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Kondisi jalan Baik - - 1 
2. Kondisi drainase - Sedang - 3 
3. 
Kondisi 
persampahan 
- Sedang - 3 
Jumlah 7 
Rata-rata Rendah 2,33 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.56 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sarana dan 
Prasarana adalah 7 dengan rata-rata 2,33 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
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Rata-rata tingkat kriteria : 1+3+3 = 2,33 
        3 
Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sarana 
dan Prasarana adalah 2,33, maka kriteria Aspek Saran dan Prasarana 
dikategorikan Rendah (K0). 
Tabel 4.57 Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Cambayya tahun 2017 
NO 
Komponen 
Penilaian 
Kriteria 
Nilai 
K0 K1 K2 
1. Adat istiadat Baik - - 1 
2. Kesehatan - Cukup - 3 
3. Status pekerjaan 
Bekerja 
dan 
mencukupi 
- - 1 
4. 
Pendapatan 
perkapita per bulan 
- 1.000.000-
500.000 
- 3 
Jumlah 8 
Rata-rata Rendah 2 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
 
Dari tabel 4.57 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 8 dengan rata-rata 2 yang diperoleh dengan cara: 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 1+3+1+3 = 2 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari Aspek Sosial 
Ekonomi Masyarakat adalah 2, maka kriteria Aspek Sosial Ekonomi 
Masyarakat tetap dikategorikan Rendah (K0) 
Dari hasil parameter penilaian ditiap indikator, maka adapun hasil 
rekapitulasi untuk mengetahui tingkat kekumuhan di kelurahan Cambayya. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :. 
Tabel 4.58 Hasil Jumlah Rekapitulasi Penilaian Tiap Indikator Di Kelurahan 
Cambayya tahun 2017 
No Indikator Kriteria Nilai 
1 Aspek bangunan Sedang (K1) 3 
2 Aspek status lahan Rendah (K0) 1 
3 
Aspek sarana dan 
prasarana 
Rendah (K0) 
1 
4 
Aspek sosial 
ekonomi masyarakat 
Rendah (K0) 
1 
Jumlah 6 
Rata-Rata Rendah   1,5 
Sumber : Hasil analisis tahun 2017 
Dari tabel 4.58 dapat diketahui bahwa total nilai dari tiap indikatornya 
adalah 6 dengan rata-rata 1,5 yang diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
      Jumlah Parameter 
Rata-rata tingkat kriteria : 3+1+1+1 = 1,5 
        4 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kriteria dari tiap indikator 
adalah 1,5 maka tingkat kekumuhan di kelurahan Cambayya kategorikan 
Rendah (K0). 
10. Hasil Rakapitulasi tingkat kekumuhan di Kecamatan Ujung Tanah 
1. Rekapitulasi tingkat kekumuhan tiap kelurahan 
Berdasarkan hasil analisis tingkat kekumuhan pada 9 kelurahan yang 
ada di kecamatan ujung tanah, menghasilkan 3 katergori tingkat kemuhan 
yaitu Rendah(K0), Sedang(K1), dan Tinggi(K2) yang dapat di lihat pada 
tabel 4.58. 
Tabel 4.59 
Hasil Rekapitulasi Tingkat Kekumuhan tiap Kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah 
tahun 2017 
No. Kelurahan 
Rendah 
(K0) 
Sedang 
(K1) 
Tinggi 
(K2) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Ujung tanah √ - - 
2 Tamalabba √ - - 
3 Tabaringan - √ - 
4 Totaka √ - - 
5 Pattingalloang - - √ 
6 Gusung - √ - 
7 
Pattingalloang 
baru - √ - 
8 Camba berua √ - - 
9 Cambaya √ - - 
Sumber : Hasil Analisis 2017 
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Berdasarkan tabel 4.59 diketahui bahwa tingkat kekumuhan di Kecamatan 
Ujung Tanah yang paling Tinggi adalah Kelurahan Pattingalloang. Tingkat 
kekumuhan sedang berada di Kelurahan Tabaringan, Kelurahan Gusung, dan 
Kelurahan Pattingallaong Baru. Tingkat kekumuhan rendah berada di kelurahan 
Ujung tanah, Kelurahan Tamalabba, Kelurahan Totaka, Kelurahan Camba 
Berua, dan Kelurahan Cambayya. 
2. Rekapitulasi tingkat kekumuhan Kecamatan Ujung tanah 
Dari hasil analisis rekapitulasi tingkat kekumuhan pada 9 kelurahan 
yang ada di kecamatan ujung tanah, menghasilkan 3 katergori tingkat 
kemuhan yaitu Rendah(K0), Sedang(K1), dan Tinggi(K2), adapun hasil 
rekapitulasi tingkat kekumuhan di Kecamatan Ujung Tanah dapat dilihat 
pada tabel 4.59.  
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Tabel 4.60 
Hasil Rekapitulasi Tingkat Kekumuhan di Kecamatan Ujung Tanah 
tahun 2017 
No. Kelurahan 
Rendah 
(K0) 
Sedang 
(K1) 
Tinggi 
(K2) 
Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Ujung tanah √ - - 1.5 
2 Tamalabba √ - - 1 
3 Tabaringan - √ - 3.5 
4 Totaka √ - - 2 
5 Pattingalloang - - √ 5 
6 Gusung - √ - 3 
7 
Pattingalloang 
baru 
- √ - 4 
8 Camba berua √ - - 2 
9 Cambaya √ - - 1.5 
Jumlah 23.5 
Rata-rata Rendah 2.61 
Sumber : Hasil Analisis 2017 
Dari tabel 4.60 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat kekumuhan 
di Kecamatan Ujung Tanah adalah 23.5 dengan rata-rata 2,61 yang 
diperoleh dengan cara : 
Rata-rata tingkat kriteria : Total Nilai Parameter 
          Jumlah Parameter 
 
Rata-rata tingkat kriteria : 1.5+1+3.5+2+5+3+4+2+1.5 = 2.61 
             9 
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Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat kekumuhan di 
Kecamatan Ujung Tanah adalah 2,61 dikategorikan Rendah (K0), dan 
mendekati tingkat kategori Sedang (K1). 
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GAMBAR PETA 4.7 
PETA TINGKAT KEKUMUHAN DI KECAMATAN 
UJUNG TANAH 
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D. Konsep Pembangunan Rumah Susun Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 
Hunian di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 
Berdasarkan pembahasan sub bab sebelumnya, di Kecamatan Ujung Tanah 
terdapat tiga zona kawasan berdasarkan tingkat kekumuhan. Tingkat kekumuhan 
tinggi berada di Kelurahan Pattingalloang. Tingkat kekumuhan sedang berada di 
Kelurahan Tabaringan, Kelurahan Gusung, dan Kelurahan Pattingallaong Baru. 
Tingkat kekumuhan rendah berada di kelurahan Ujung tanah, Kelurahan 
Tamalabba, Kelurahan Totaka, Kelurahan Camba Berua, dan Kelurahan 
Cambayya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka konsep rumah susun 
sebagai upaya peningkatan kualitas hunian di prioritaskan pada zona yang 
memiliki tingkat kekumuhan paling tinggi, yaitu Kelurahan Pattingaloang. 
Permasalahan yang dimiliki oleh Kelurahan Pattingaloang yakni terdapat 
bangunan rumah yang tidak teratur secara mendominasi, banyak rumah tidak 
layak huni serta banyaknya rumah masyarakat yang melanggar garis sempadan 
sungai. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka konsep pembangunan rumah 
susun di lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan aspek fisik dasar dan 
aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Uraian penjelasan konsep 
pembangunan rumah susun dilokasi penelitian berdasarkan pertimbangan aspek 
fisik dasar dan sosial ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut. 
1. Arahan pembangunan rusun berdasarkan tinjauan aspek fisik 
Arahan pembangunan rusun berdasarkan tinjauan aspek fisik 
mencangkup tentang kondisi fisik banguan, status lahan, dan sarana 
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prasarana. Adapun penjelasan masing-masing aspek fisik tersebut dijabarkan 
sebagai berikut. 
a. Kondisi fisik bangunan 
1) Kepadatan bangunan 
Berdasarkan kondisi kepadatan bangunan dikelurahan 
pattingalloang, ditinjau bahwa hasil yang telah didapatkan  memiliki 
kepadatan bangunan yang sangat padat. Dengan adanya kebijakan 
konsep pembangunan rumah susun, maka diharapkan kepadatan 
bangunan yang ada dikelurahan pattingalloang dapat teratasi, artinya 
antara satu bangunan dan bangunan lainnya memiliki space dan tidak 
saling bergesekan. Sehingga space yang ada dapat di manfaatkan 
sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan area resapan air serta menambah 
keindahan lingkungan, sebagai tempat komunikasi sosial sesama 
penghuni rusun. Adapun setidaknya cakupan RTH dari luasan 
perencanaan 30-40% dari luas keseluruhan, dan luasan keseluruhan 
ialah 1600m² dihitung dari luas kawasan keseluruhannya 5000m². 
2) Kondisi bangunan 
Faktor tingkat kenyamanan masyarakat dalam bertempat tinggal 
dapat dilihat dari kondisi bangunan yang ada, adapun kondisi bangunan 
dikelurahan pattingalloang dari hasil survey yang telah dilakukan bahwa 
lebih dominannya kondisi bangunan temporer, dengan kondisi bangunan 
tersebut tingkat kenyamanan masyarakat sangat rendah. Melihat dari 
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kondisi bangunan yang ada dikelurahan pattingalloang, maka kebijakan 
pembangunan rumah susun menjadi solusi untuk meningkatkan tingkat 
kenyamanan masyarakat, dimana yang awalnya merupakan bangunan 
temporer menjadi bangunan permanen. Adapun Gedung dengan konsep 
Twin Blok, Dengan luasan gedung 1800m². Dengan adanya kebijakan 
pembangunan rusun dan konsep Twin Blok. Disisi lain adapun 
kebijakan untuk pembangun komersil yang di peruntukkan kepada calon 
penghuni sebagai tempat untuk berjual beli kebutuhan para penghuni 
rusun dengan luasan 300m². 
3) Jumlah penghuni 
Salah satu penyebab tingkat kekumuhan dikelurahan pattingalloang 
yaitu tingginya jumlah penduduk, dimana dalam satu rumah atau 
bangunan rata-rata memliki 4 sampai 5 kepala keluarga (KK) atau lebih 
dari 10 orang perbangunannya, dengan tingkat jumlah penduduk yang 
tinggi tiap rumah atau bangunannya, maka aktifitas ataupun pergerakan 
individu masyarakat sangat terbatas. Dengan adanya kebijakan 
pembangunan rumah susun maka diharapkan aktifitas dan pergerakan 
masyarakat dapat lebih efektif. Adapun konsep Setiap twin blok 
berlantai 5, dan Masing-masing berukuran 600m². Dalam satu twin blok 
memiliki 46 unit, dan Satu unit berukuran 48m².  
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b. Aspek status lahan  
a) Kepemilikan lahan 
Dalam kebijakan pembangunan rusun, pembagian ruang dalam 
perencanaan kawasan dapat dipertimbangkan dari segi aspek 
kepemilikan lahan masyarakat, berdasarkan dari hasil obsevasi yang 
telah dilakukan bahwa aspek kepemilikan lahan masyarakat yang berada 
dikelurahan pattingalloang lebih mendominasi ialah milik tanah negara. 
Dengan adanya kebijakan pembangunan rusun dikelurahan 
pattingalloang, maka diharapkan masyarakat yang bertempat tinggal 
merasa lebih aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sesuai dengan 
asas dasar dari teori perencanaan.   
b) Sertifikat tanah 
Salah satu permasalahan yang dimiliki oleh Kelurahan 
Pattingaloang yakni terdapat bangunan rumah yang tidak teratur secara 
mendominasi, banyak rumah tidak layak huni serta banyaknya rumah 
masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai. Dengan adanya 
permasalahan tersebut, sesuai dengan hasil obsevasi yang telah 
dilakukan bahwa kepemilikan sertifikat masyarakat belum terpenuhi 
atau belum bersertifikat. Dikaitkan dengan kebijakan pembangunan 
rusun, maka diharapkan bangunan rumah masyarkat yang tidak teratur 
menjadi teratur. 
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c. Aspek sarana dan prasarana 
a) Kondisi jalan 
Mengacu pada konsep pembangunan rusun, salah satu faktor yang 
menyebabkan kekumuhan suatu wilayah dapat ditinjau dari segi kondisi 
jalan yang ada, dan dari hasil eksisting bahwa kondisi jalan yang ada 
dikelurahan pattingalloang merupakan kondisi jalan yang buruk. Hal ini 
merujuk kepada aspek sarana dan prasarana yang sesuai diterapkan pada 
konsep rencana rusun pada lingkup wilayah kelurahan Pattingalloang, 
dengan adanya kebijakan pembanguanan rusun dikelurahan 
pattingalloang maka diharapkan jalan yang tadinya buruk menjadi baik. 
Artinya aksesbilitas yang ada menjadi baik pula, disisi lain dengan 
adanya kebijkan pembangunan rusun nilai positif bertambah dari segi 
mitigasi bencana. 
b) Kondisi drainase   
Dari hasil survey yang telah dilakukan, kondisi drainase yang ada 
pada kelurahan pattingalloang sangat buruk. Maka, adapun konsep ideal 
drainase yang akan dilakukan terkait dengan kebijkan pembangunan 
rusun, mengikuti jaringan jalan yang di rencanakan. Dan 
mempetemukan saluran pipa mengalirkan limbah cair, Limbah rumah 
tangga. Sistem resapan (baik komunal/Perpipaan) dan arahnya 
disambungkan ke Pipa Perkotaan. dengan lebar atas 50cm, ketinggian 
60cm dan penampang bawah 40cm. 
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c) Kondisi persampahan 
Dilihat dari kondisi eksisting yang ada, bahwa kondisi persampahan 
yang ada dikelurahan pattingalloang terbilang buruk, maka dengan 
adanya kebijakan pembangunan rusun, diharapkan kondisi persampahan 
lebih tertata dan Tempat penampungan sementara sampah organis dari 
penghuni lebih terolah, dengan ukuran 6mᵌ bak sampah masing2 per 
unit twin blok. 
Adapun acuan pada peraturan SPM PU No. 534 Tahun 2001, dan SNI 
03-1733-2004 untuk kebutuhan saran dan prasarana bagi masyarakat 
nelayan. peneliti akan menjabarkan konsep kebutuhan sarana dan prasarana 
yang diuraikan pada tabel 4.61 : 
Tabel 4.61 
Estimasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana 
Fasilitas Sub Ruang Konsep Ideal Keterangan 
Sarana lapangan 
Olahraga dan 
RTH (Ruang 
Terbuka 
Hijau) 
Setidaknya RTH dan 
lapang olahraga berada di 
sekiratar pembangunan 
rusun, denga cakupan 
luasan 30-40%. 
Menambah keindahan 
lingkungan, sebagai 
tempat komunikasi 
sosial sesama penghuni 
rusun, dan menanbah 
aktifitas bagi penghuni 
rusun. Serta itu RTH 
juga dapat berfungsi 
sebagai tempat 
penyerapan air. 
Prasarana TPS Tempat penampungan 
sementara sampah organis 
dari penghuni. 
Ukuran 6mᵌ bak 
sampah masing2 per 
unit twin blok. 
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Fasilitas Sub Ruang Konsep Ideal Keterangan 
 Jaringan Air 
Limbah 
Sistem resapan (baik 
komunal/Perpipaan) dan 
arahnya disambungkan ke 
Pipa Perkotaan. 
Dari aliran pembuangan 
di setiap Twin Blok 
dialiri ke drainase. 
 Jaringan 
Drainase 
Mengikuti jaringan jalan 
yang di rencanakan. Dan 
mempetemukan saluran 
pipa mengalirkan limbah 
cair, dan Limbah rumah 
tangga. 
pembangunan drainase 
dibutuhkan penanganan 
yang baik, dan tidak 
membiarkan sampah 
masuk ke dalam saluran 
tersebut agar air yang 
mengalir dapat lancar 
dan tidak tersumbat. 
Adapun ukuran dengan 
dengan lebar atas 50cm, 
ketinggian 60cm dan 
penampang bawah 
40cm. 
 Jaringan Air 
Bersih 
Membuat bak 
penampungan disetiap twin 
blok, Kebutuhan air bersih 
bagi penghuni Rusun (kran 
Umum, Hidran Kebakaran). 
Disediakan berdasarkan 
daya penggunaan air 
bersih penghuni rusun. 
 
Pembagian ruang dalam perencanaan kawasan rusun juga 
mempertimbangkan kondisi fisik kawasan. Hal ini merujuk kepada aspek 
pemilihan lahan yang sesuai diterapkan pada konsep rencana rusun pada 
lingkup wilayah kelurahan Pattingalloang. Dalam pembangun konsep rumah 
susun, hal ini ditujukan lebih kepada masyarakat yang berprofesi sebagai 
nelayan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang 
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berprofesi lain tidak dapat jadi calon penghuni rusun. Adapun aspek 
pemilihan lahannya dapat dilihat pada tabel 4.62 : 
Tabel 4.62 
Estimasi Kebutuhan Ruang Konsep Pembangunan Rusun 
Aspek 
Kebutuhan 
Ruang 
Kosep Ideal 
ditawarkan 
Lantai  Keterangan  
Ruang hunian Gedung dengan 
konsep Twin Blok. 
Setiap 
twin blok 
berlantai 
5 
Konsep kebijakan yang akan 
di tawarkan kepada calon 
penghuni ditinjau dari aspek 
Mata percaharian dan 
kesehariannya. 
1. Lantai 1 - 2, diperuntukan 
kepada masyarakat yang 
berprofesi sebagai nelayan 
dan pedagang. Sebagai 
masyarakat yang 
mendominasi, dan 
2. Lantai 3 – 5 khusus 
kepada masyarakat yang 
lain, seperti: buruh 
bangunan,sopir, PNS dan 
sampai yang tidak bekerja. 
Ruang serba 
guna 
Setidaknya ada 2 
cakupan ruang serba 
guna dengan yang 
akan dibangun. 
1. ruang tempat 
penyimpanan 
barang (loker). 
2. Ruang interaksi 
(gazebo), Sesuai 
dengan 
1 
Kegunaan ruang serba guna : 
1. Diperuntukkan atau 
diprioritaskan sebagai 
tempat penyimpanan 
barang bagi masyarakat 
yang berprofesi seperti 
nelayan, buruh bangunan, 
pedagang dan lain-lain. 
2. Sebagai tempat interaksi 
sosial. 
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Aspek 
Kebutuhan 
Ruang 
Kosep Ideal 
ditawarkan 
Lantai  Keterangan  
karakteristik 
budaya sosial 
masyarakat yang 
berada 
diKelurahan 
pattingalloang. 
Ruang parkir Dalam kawasan 
Rusun, setidaknya 
ruang parkir 
beradara sekitar 
rusun. 
1 
Ruang parkir yang disediakan 
untuk masyarakat dan tamu 
yang berada dirusun tersebut. 
Ruang kegiatan 
hunian 
Ruang Komersil 
1 
Ada 2 jenis tipe ruang 
komersil, yaitu : 
1. Disekitar pembangunan 
rumah susun, 
dibutuhkannya tempat atau 
ruang komersil bagi para 
nelayan untuk 
memasarkan ikan atau 
hasil tangkapannya. 
Dengan ini masyarakat 
yang berprofesi sebagai 
nelayan lebih dipermudah, 
juga dapat menghemat 
biaya. untuh menempuh 
jarak ke tempat 
pengolahan dan 
pemasarannya ditempat 
sebelumnya 
2. Sebagai Tempat untuk 
berjual beli kebutuhan 
para penghuni rusun. dan 
membantu masyarakat 
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Aspek 
Kebutuhan 
Ruang 
Kosep Ideal 
ditawarkan 
Lantai  Keterangan  
yang berprofesi sebagai 
pedagang. 
Musollah  Jumlah penghuni 
minimal yang 
mendukung adalah 
40 KK untuk setiap 
satu musollah. Di 
salah satu bangunan 
dapat disediakan 
satu musollah untuk 
tiap satu blok. 
3 
Untuk memenuhi kebutuhan 
rohani dalam beragama bagi 
para calon rusun. 
 
2. Arahan pembangunan rusun berdasarkan tinjauan aspek sosial 
ekonomi masyarakat setempat 
a. Adat istiadat 
Selain dibutuhkannya sarana dan prasarana, pembangunan rumah 
susun di kawasan penelitian juga harus meninjau tentang adat istiadat 
dikelurahan pattingalloang. Dilihat dari hasil observasi yang telah 
dilakukan bahwa kondisi adat istiadat atau sosial masyarakat warga 
kelurahan pattingalloang sangat buruk, dengan adanya kebijakan 
pembangunan rumah susun dikelurahan pattingalloang, diharapkan 
kondisi adat istiadat atau sosial masyarakat menjadi membaik. Disisi 
lain efek pembanguan rusun ini juga dapat berdampak positif, 
komunikasi antar warga lebih aktif serta menjaga silatuhrahmi antar 
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sesama. Adapun keunggulan lain yang dapat terbentuk dari masyarakat 
dengan melalakukan kegiatan yang terprogram dan mengarah kepada 
terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan. Program yang 
demikian dilakukan dalam jangka panjang secara bertahap. Hasil dari 
kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi 
tentang arti penting lingkungan hidup yang baik dan mayarakat mampu 
secara mandiri mewujudkan lingkungan yang sehat dan lestari. 
b. Kesehatan 
Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, bahwa dikelurahan 
pattingalloang yakni memiliki permasalahan bangunan rumah yang tidak 
teratur secara mendominasi, banyak rumah tidak layak huni serta 
banyaknya rumah masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai. 
Dengan kondisi eksisting yang ada, masyarakat setempat rentang 
terhadap penyakit. Adapun konsep yang akan dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan terhadap pengaruh kesehatan masyarakat 
dikelurahan pattingalloang, yakni adanya kebijakan pembangunan 
rusun. Dengan adanya kebijakan pembangunan rusun, diharapkan 
permukiman masyarakat lebih sehat terhadap lingkungannnya serta 
terhindar dari penyakit. 
c. Status pekerjaan dan Pendapatan perkapita per bulan masyarakat 
Selain dibutuhkannya sarana dan prasarana, pembangunan rumah 
susun di kelurahan pattingalloang juga harus meninjau mata pencaharian 
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masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk menetukan tarif sewa 
yang akan diterapkan, serta mempertimbangkan sosial budaya 
masyarakat yang ada. 
Jenis rumah susun yang dibutuhkan di lokasi penelitian adalah jenis 
Bangunan Rumah Rusun Bertingkat Tinggi yang harus memenuhi 
persyaratan fungsional, andal, efisien, terjangkau, sederhana namun 
dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan di sekitarnya dan 
peningkatan produktivitas kerja. Berdasarkan data aspek ekonomi yang 
diperoleh, mata pencaharian masyarakat diKelurahan Pattingalloang 
lebih mendominasi berprofesi sebagai nelayan dan pedagan, tapi lain 
sisi adapun masyarakat yang berprofesi sebagai sopir, Buruh bangunan 
dan sampai yang tidak bekerja. Pendapatan masyarakat para nelayan 
tiap bulannya hanya berkisar < 500.000, artinya penghasilan masyarakat 
disana sangatlah rendah. Selain itu dari data aspek budaya yang 
diperoleh, masyarakat Kelurahan Pattingalloang memiliki hambatan 
ideologi yang dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan. 
Berdasarkan data sosial ekonomi tersebut, maka tarif yang 
seharusnya diberlakukan untuk penghuni rusun ini tidak boleh 
memberatkan. Aturan Kementerian tentang pedoman Tarif Sewa Rusun 
besaran tarif disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan 
dibatasi setinggi-tingginya 1/3 (sepertiga) dari penghasilan calon 
penghuni sehingga dalam hal ini, diperlukan koordinasi yang integratif 
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antara para masyarakat calon penghuni rusun dengan pihak UPTD, 
pengelolah rusun, dan pemerintah kota makassar dalam mewujudkan 
hunian yang terjangkau bagi para penghuninya. 
 
E. Tinjauan Penelitian Dalam Perspektif Islam 
Dalam firman Allah SWT terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan, 
manusia berpikir bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam, jika 
tidak mereka khawatir kehabisan. Padahal jika mereka mengetahui bahwa Allah 
itu Maha Kaya pastilah mereka tidak khawatir dan tidak akan tamak karena 
kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Namun itu semua adalah tabiat manusia 
sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ma'arij: 19-21 : 
 
A.  
 
Terjemahan : 
"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia 
ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apa bila ia mendapat kebaikan, ia amat 
kikir" (Kementrian Agama, RI : 2012). 
Rasululah saw juga bersabda dalam hadist, bahwasanya : 
 
Terjemahan : 
“Sayangilah yang ada di bumi niscaya semua yang ada di langit akan 
menyayangi kalian.”(Hadits Shahih, Riwayat ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-
Kabir, Lihat Shahiihul jaami’ no. 896). 
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Terjemahan : 
“Barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu 
baginya.”(HR.Ahmad, Abu Dawud,Tirmidzi, dan Adh Dhiyaa, dan dishahihkan 
oleh Syaikh al- Albani dalam Shahihul jami no 5976). 
 
Adapun lafaz lain yang semakna dengan hadis tersebut adalah: 
 ِناَمإي إلْا َنِم َُةفاَظَّنلا 
Terjemahan : 
“Kebersihan adalah Sebagian dari Iman”(HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi, 
Lihat Imam As-Suyuthi, Al-Jami’ Ash-Shaghir, II/57; Imam Al 
Qazwini, Bingkisan Seberkas 77 Cabang Iman. Terjemahan. Mukhtashar 
Syu’abul Iman Li Al-Imam Baihaqi, no 66-67). 
ةفاظنلا ىلع نيدلا ينب 
Terjemahan : 
“Agama dibangun di atas kebersihan.”( HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi, 
Lihat Imam As-Suyuthi, Al-Jami’ Ash-Shaghir, II/57; Imam Al 
Qazwini, Bingkisan Seberkas 77 Cabang Iman. Terjemahan. Mukhtashar 
Syu’abul Iman Li Al-Imam Baihaqi, no 66-67). 
 
Hadis ini tercantum dalam kitab-kitab hadis. Al-‘Iraqi dalam takhrij Ahadits 
al-Ihya’ 1/73 menginformasikan hadis dengan lafadz semacam di atas 
diriwayatkan oleh Imam at-Thobrany dalam Al-Ausath dengan sanad yang dho’if 
jiddan (sanagt lemah) dari jalur periwayatan melalui Ibnu Mas’ud ra. 
Kandungan dari hadits dan ayat tersebut adalah  nabi Muhammmad saw 
melalui al-Qur’an dan hadits mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan 
kelangsungan kehidupan manusia dari ketergantungannya kepada lingkungan 
alam. 
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Menjaga dan melestarikan lingkungan adalah kebersihan, menyayangi semua 
makhluk Allah. Kebersihan merupakan cermin keimanan seseorang terhadap 
sang Khalik. Rasa cinta kasih sayang sudah menjadi kebutuhan pokok manusia 
dalam kehidupannya kita juga harus peka terhadap keadaan alam disekitar kita. 
Kita harus bisa menghidupkannya demi generasi masa depan kita. 
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BAB V 
P E N U T U P 
 
Bagian ini memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian di 
Kecamatan Ujung Tanah sebagai salah satu Kecamatan yang menjadi tempat 
penelitian. Kesimpulan akan memaparkan terkait pembangunan rumah susun dalam 
meningkatkan kualitas lingkungan hunian pada kawasan penelitian. Adapaun saran 
akan memaparkan hal-hal yang dianggap penting untuk menjadi bahan pertimbangan 
untuk seluruh stakeholder yang berperan dalam kebijakan konsep pembangunan 
rumah susun dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah. 
A. Kesimpulan 
1. Tingkat kekumuhan di Kecamatan Ujung Tanah terbilang rendah, hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil analisis rekapitulasi tingkat kekumuhan di 
Kecamatan Ujung Tanah yang Rendah (K0) dengan nilai rata-rata 2,61. 
Walaupun tingkat kondisi kekumuhan di Kecamatan Ujung Tanah terbilang 
rendah tetapi adapun hasil survey dan obsevasi yang telah didapatkan bahwa 
tingkat aspek sarana dan prasarana di Kecamatan Ujung Tanah sangat 
kurang. Hal tersebut terjadi dibeberapa lokasi kelururahan, karena terdapat 
beberapa tingkat ketersediaan yang kurang atau belum memadai seperti 
kondisi aspek bangunan, status lahan, dan aspek kondisi sosial ekonomi 
budaya masyarakat yang ada. 
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2. Konsep kebijakan pembangunan rumah susun sebagai upaya peningkatan 
kualitas hunian dapat dilihat dari tingkat kekumuhan tiap kelurahan yang ada 
di Kecamatan Ujung Tanah. Dari hasil analisis rekapitulasi tingkat 
kekumuhan tiap kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah pada tabel 4.59, hasil 
menunjukkan bahwa kelurahan pattingalloang yang memiliki tingkat 
kekumuhan yang paling tinggi (K2) dengan nilai rata-rata 3.5. hasil 
penemuan dilakukan berdasarkan Variabel penelitian yang dipakai dalam 
proses identifikasi dan ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. 
Ditinjau dari Permasalahan yang dimiliki oleh Kelurahan Pattingaloang 
yakni terdapat bangunan rumah yang tidak teratur secara mendominasi, 
banyak rumah tidak layak huni serta banyaknya rumah masyarakat yang 
melanggar garis sempadan sungai. Selain dari kondisi fisik dasarnya, 
kebijakan konsep pembangunan rumah susun ini juga ditinjau dari segi 
aspek Sosial, Budaya, dan Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan 
Ujung Tanah, lebih tepatnya di Kelurahan Pattingalloang. Maka adapun 
kebijakan konsep pembangunan rumah susun yang ideal dalam penelitian ini 
di bagi menjadi 2 kebijakan, yaitu :  
a. Arahan pembangunan rusun berdasarkan tinjauan aspek fisik. 
b. Arahan pembangunan rusun berdasarkan tinjauan aspek sosial ekonomi 
masyarakat setempat. 
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B. Saran 
1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan (mengadakan) program 
pembanguanan rusun bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sebagai 
upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan hunian pada daerah atau kota 
metropolitan. 
2. Aparat kelurahan perlu mengupayakan cara agar minat masyarakat terhadap 
kegiatan gotong royong dapat dipertahankan. 
3. Pemerintah setempat sangatlah perlu semakin banyak melibatkan golongan 
intelektual dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan kelurahan. Agar 
terciptanya kualitas hunian yang aman, tentram, dan berkelanjutan. 
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